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1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan keniscayaan dalam
suatu  pemerintahan  berdasarkan  pertimbangan  masing-masing,
sebagaimana yang dilakukan oleh Brazil, Australia dan Malaysia. Dan saat
ini pemerintah Rl merencanakan hal yang serupa, pada tanggal 16 Agustus
2019 Presiden Joko Widodo memohon dukungan DPR dan seluruh rakyat
Indonesia untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Usulan tersebut
akhirnya disetujui dan disahkan DPR dengan keluarnya Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Berkaca dari aspek pertahanan negara, IKN memiliki peranan yang
sangat strategis dan vital karena- merupakan Center of Gravity (CoG)
sebagai simbol kedaulatan negara. Sejarah telah membuktikan bahwa invasi
untuk pendudukan/penguasaan Suatusnegara harus ditunjukkan secara de
facto dengan menguasai IKN. Pada sisi lain, harus diakui masih banyak
masyarakat yang beranggapan bahwa urusan pertahanan negara
merupakan tugas dan tanggungjawab Kemhan maupun TNI semata,
pertahanan negara hanya/igdgntik:dengan profil TNI dan alat utama sistem
senjata (alutsista), bakkan ada pula yang'herparidangan bahwa pertahanan
negara belum penting karena ancaman militer (invasi asing) kecil
kemungkinan terjadi.

Padahal saat ini terdapat beberapa isu strategis internasional dan
nasional yang dapat menjadi ancaman militer di IKN antara lain; perebutan
hegemoni antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan Laut Cina
Selatan pada khususnya dan Indo-Pasifik pada umumnya, keberadaan Five
Power Defence Arrangement (FPDA), revolusi industri 4.0, Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) Il serta masalah perbatasan dengan negara
tetangga. Di Kalimantan telah berdiri beberapa satuan TNI, namun Kkita

sangat menyadari bahwa kemampuan TNI sebagai komponen utama belum
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cukup kuat menghadapi ancaman militer tersebut, sehingga perlu
dukungan masyarakat yang bertindak sebagai komponen cadangan dan
komponen pendukung. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam
pertahanan negara, sebagaimana yang tertuang dalam doktrin sistem
pertahanan negara kita yang bersifat semesta dengan melibatkan secara
nyata seluruh sumber daya dan seluruh komponen bangsa untuk
dikerahkan dalam pertahanan dan keamanan negara.

Dalam konteks pertahanan negara saat ini, selain pertahanan militer
perlu diperhitungkan pula pertahanan nirmiliter. Karena paradigma perang
modern baik pada masa sekarang dan mendatang selain menggunakan
unsur militer, akan mengandalkan kecanggihan teknologi informasi serta
aspek nonmiliter!. Salah satu upaya dalam menghadapi ancaman tersebut
adalah melalui kesadaran bela negara, yang tidak secara langsung
membentuk masyarakat menjadi komponen utama atau komponen
cadangan, tetapi lebih diarahkan-agar masyarakat dapat memahami dan
memiliki militansi tinggi serta menjalankan nilai-nilai bela negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini diharapkan akan dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan
nasional termasuk dalam upaya mendukung pertahanan negara.
Kesadaran bela negara yang tinggi akan diwujudkan dalam bentuk militansi
warga negara untuk mengiptai/danymembela negaranya, sehingga akan
sangat mempengarubii ketangguhan “pertahanan®suatu’ negara. Sebagai
contoh semangat bela negara masyarakat Indonesia untuk
mempertahankan kemerdekaan Rl dalam perang kemerdekaan 1945-1950
telah berhasil mengalahkan Belanda. Contoh lain dengan semangat Bela
negara yang tinggi dari masyarakat Vietnam, telah berhasil mengalahkan
Perancis serta Amerika Serikat dalam perang Vietnam.

Namun, dari beberapa kasus yang pernah terjadi, telah
menunjukkan bahwa kesadaran belanegara masyarakat Kalimantan pada
umumnya masih belum kuat dan dapat mempengaruhi pertahanan negara.

Beberapa indikator masalah tersebut, antara lain generasi muda banyak

! “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum
Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. h.4”



lupa tentang teks Pancasila?, Ledakan Bom di Gereja Oikumene Samarinda
Kaltim 3, penolakan pembangunan IKN, konflik status lahan, maupun
kerawanan konflik antar etnis pribumi dan pendatang*. Sebagaimana yang
terjadi pada Februari 2001 konflik antara suku Dayak dengan suku Madura
di kota Sampit, sehingga meluas ke berbagai wilayah lainnya di
Kalimantan. Dapat dibayangkan apabila IKN sudah pindah ke Kalimantan
Timur, tentu Kalimantan secara umum akan mengalami kemajuan yang
signifikan terutama di bidang ekonomi. Kondisi ini akan menarik
masyarakat dari wilayah lain di Indonesia untuk datang dan menetap di
Kalimantan, demi kehidupan yang lebih baik. Semakin banyak masyarakat
dari luar yang datang dan menetap di Kalimantan, tentu akan dapat
menimbulkan gesekan/konflik dengan penduduk setempat. Permasalahan
ini apabila tidak ditangani dengan baik sejak awal, dikhawatirkan
kemungkinan pada suatu saat nanti bila ada pemicunya, akan dapat
meledak menjadi kerusuhan besar di Kalimantan, seperti yang pernah
terjadi pada tahun 2001. Sehingga bila kondisi ini sampai terjadi maka akan
dapat memperlemah pertahanan negara, terutama pertahanan lbu Kota
Negara. Oleh karena iiu, mulai ~sekarang perlu dilaksanakan upaya
meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat Kalimantan secara
sistematis dan berlanjut. Dengan semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam bela negara: teniu akan lebih meningkatkan militansi
masyarakat dalam membeta negaranya, ang-secara langsung akan dapat
memperkuat pertahanan negara, khususnya pertahanan Ibu Kota Negara.
Peningkatan kesadaran belanegara masyarakat ini sangat menarik
untuk di kaji. Oleh karena itu, dalam Taskap ini akan mengambil judul:
‘Peningkatan Kesadaran Bela Negara Masyarakat Untuk Mendukung
Pertahanan Ibu Kota Negara”. Melalui penulisan Taskap ini, diharapkan
dapat menemukan solusi yang terbaik sebagai gagasan dalam upaya

untuk meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat yang dapat

2 Awang Faroek.2017. “Kesadaran Bela Negara Generasi Muda” 9 Agustus 2017.
https://infopublik.id. Diakses pada 6 April 2022 pkl 16.17

8 Tjahjo Kumolo. 2017. “Stabilitas Keamanan dan Kepastian Tegaknya Hukum Menjamin
Kesinambungan Pembangunan Nasional”. h.29

4 Pusinfostrahan Bainstrahan Kemhan.”Kumpulan bahan IKN”. 31 Maret 2022.



https://infopublik.id/

mendukung pertahanan lbu Kota Negara yang baru sebagai Center of

Gravity (CoG) Republik Indonesia.

2. Rumusan Masalah.

a.

Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini
adalah Bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara

masyarakat untuk mendukung pertahanan Ibu Kota Negara?

Pertanyaan Penelitian. Mendasari pada rumusan masalah diatas,
maka dibuat beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut:
1) Bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat
untuk mendukung pertahanan Ibu Kota Negara melalui Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn)?
2) Bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat
untuk mendukung pertahanan Ibu Kota Negara melalui pelatihan
dasar kemiliteran secara We|io?
3) Bagaimana meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat
untuk mendukung pertahanan Ibu Kota Negara melalui pengabdian

sesuai dengan profesi?

3. Maksud dan Tujuan

a.

Maksud-. Unték ' memberikanyagambaran  _dan  menganalisis
peningkatan kesadaran bela negara masyarakat Kalimantan pada
umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya untuk mendukung

pertahanan lIbu Kota Negara.

Tujuan. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku
kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan berkaitan
dengan peningkatan kesadaran bela negara masyarakat untuk

mendukung pertahanan Ibu Kota Negara.



4.

Ruang Lingkup dan Sistematika.

a.

Ruang lingkup. Penulisan Taskap ini terbatas pada peningkatan
kesadaran belanegara masyarakat Kalimantan/Kalimantan Timur
untuk mendukung pertahanan Ibu Kota Negara, berupa
keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana
dalam pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, namun untuk pengabdian sebagai prajurit TNI
secara sukarela atau wajib tidak dibahas karena sudah tertuang
dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sistematika. Penulisan Taskap ini disusun sebagai berikut :

1) BAB | PENDAHULUAN. Menggambarkan secara
garis besar latar belakang peningkatan kesadaran bela negara
masyarakat untuk mendukung pertahanan Ibu Kota Negara,
rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan
sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta

pengertian-pengertian.

2) BAB Il TINJAUANTPUSTAKA. Menuangkan tentang
peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta
dan lingkungan strategis yang mendukung penulisan dan informasi

lainnya upluk mengalisis pada-BAB 1

3) BAB Il PEMBAHASAN. Memuat analisis/pembahasan
yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertuang
pada data dan fakta di BAB Il sampai dengan menemukan faktor
penyebab masalah dalam rangka mendapatkan  solusi

pemecahannya.

4) BAB IV PENUTUP. Menjelaskan tentang simpulan dan
rekomendasi. Simpulan merupakan ringkasan tentang temuan dan
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulisan Taskap ini.

Sedangkan rekomendasi merupakan saran dari penulis yang



ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan
permasalahan yang dikaji.

5. Metode dan pendekatan.

a.

Metode. Penelitian ini menggunakan metode analisis kritis/deskriptif
analitis berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data
kepustakaan tentang bela negara, untuk selanjutnya disusun dan
dianalisis dalam rangka mencari solusi guna meningkatkan
kesadaran bela negara masyarakat di Kalimantan pada umumnya dan
Kalimantan Timur pada khususnya. Metode penelitian ini dipilih karena

mempertimbangkan keterbatasan waktu yang tersedia bagi penulis.

Pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kepentingan

nasional.

6. Pengertian.

a.

Bela Negara. Adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga
negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan
negara yang dijiwai~eleh keginiaannya kepada Negara Kesatuan
Republik Indonésia yang berdasarkan Paricasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai
Ancaman®.

Pertahanan Negara. Segala usaha untuk mempertahankan
kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan

terhadap keutuhan bangsa dan negarab®.

5UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan
Negara pasal 1 ayat (11).
6 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat (1).



Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Menurut J.J Corgan dalam
buku Citizen Education (1998), PKn merupakan pembelajaran secara
formal maupun informal yang berlangsung di keluarga, organisasi
keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media dan lain sebagainya

yang membantu membentuk totalitas warga negara’.

Latihan. Menurut Harsono bahwa latihan sebagai suatu proses
sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang yang kian hari
jumlah beban latihannya kian bertambah?.

Pengabdian Sesuai dengan Profesi.  Pengabdian warga negara
yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan
negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat

yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya®,

Ancaman Militer. Ancaman  yang menggunakan kekuatan
bersenjata yang terorganisesi yang dinilai mempunyai kemampuan
yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,

dan keselamatan segenap bangsa'.

Ancaman Nonmiliter. Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi,
politik, ekonomi,sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan
legislasi-yang berasal-dari dalam negeri_dan/atau luar negeri yang
dapat membahayékan atau berimplikasi mengancam pertahanan
negara'l.

Ancaman Hibrida. Adalah ancaman yang bersifat campuran dan
merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman

nonmiliteri?,

7 Silmi Nurul Utami. 2021. “Pengertian PKn menurut para ahli”. 28 Desember 2021.
https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/184633769/pengertian-pkn-menurut-para-ahli.

Diakses pada 14 Mei 2022 pkl 17.33.
8 Harsono. 1988. “Choaching dan Aspek-Aspek Psikologis dalam Coaching”. Jakarta. CV Tambak

Kusuma.

9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara penjelasan pasal 9 ayat (2d).

10 YU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara penjelasan Pasal 7 ayat (2).

11 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun
2020-2024. h.7

12 “UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara penjelasan Pasal 4 ayat (1c)”.


https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/184633769/pengertian-pkn-menurut-para-ahli.

I. Pertahanan Militer. Merupakan pertahanan untuk
menghadapi ancaman militer yang menggunakan kekuatan
bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan
yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara

dan keselamatan segenap bangsa's.

J- Pertahanan Nirmiliter. Pertahanan untuk menghadapi ancaman
nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam
pertahanan negara. Dengan menempatkan kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan dengan bentuk
dan sifat ancaman yang dihadapi, didukung oleh unsur lain kekuatan

bangsal4.

13 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum
Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. h.6”

14 “Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun
2020-2024. h.7”



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Berkaitan dengan keputusan pemerintah tentang rencana
pemindahan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan,
maka dibutuhkan kesadaran bela negara masyarakat yang tinggi untuk
mendukung hal tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai
kebijakan baik dalam rangka bela negara maupun pemindahan IKN, namun
sampai saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan yang
diperkirakan akan mempengaruhi pertahanan IKN. Oleh karena itu, untuk
menganalisis permasalahan yang ada agar diperoleh solusi ilmiah
diperlukan peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, data dan
fakta, serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis sebagai
landasan yang tepat dalam. imeningkatkan kesadaran bela negara

masyarakat untuk mendukung periahanan |bu Kota Negara.

8. Peraturan Perundang-undangan.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal
27 ayat 3, menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, dan pasal 30 ayat 1,
menyatakan*bahwa “Tiap-tiap wargalnegara berhak dan wajib ikut

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
pasal 9, menyebutkan bahwa
(1)  Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan
pertahanan negara.
(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan

melalui :
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a. Pendidikan Kewarganegaraan;
b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
C. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional

Indonesia secara sukarela atau secara wajib;

d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia (TNI) pasal 7 ayat 2b angka 8 menyatakan bahwa tugas
pokok TNI dalam operasi militer selain perang, “memberdayakan
wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai
dengan sistem pertahanan semesta”. Dalam penjelasan pasal 7 ayat
2b angka 8 tersebut yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah
pertahanan diantaranya adalah “‘membantu pemerintah
menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi

warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menyatakan :

1) Pasal 5 ayat (1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk

pertahanan negara dilaksanakan melalui usaha :

a) bela negare;

p) penataan komponenpe patikiing;

C) pembentukan komponen cadarigan;

d) penguatan komponen utama; dan

e) mobilisasi dan demobilisasi.

2) Pasal 6

a) Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan Pertahanan Negara.

b) Keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar
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kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit
Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau

secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Hal ini ditindaklanjuti Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan
dengan membuat Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara berupa
satu modul ringkasan eksekutif, modul wajib sejumlah empat seri
serta modul pilihan sejumlah delapan modul. Modul tersebut menjadi
acuan bagi Kementerian/Lembaga termasuk Kemhan sendiri, TNI,
Polri, Pemerintah Daerah, dan komponen bangsa lainnya dalam
menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan

masing-masing®®.

e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa

1) Pasal 9 ayat 2, urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintah pusat,

2) Pasal 10 ayat 1, urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud dalam | pasal =91 payat. 2 meliputi politik luar negeri,
peifahanan] kéantanan, yustisi,-monetér dan fiskal nasional, agama.
3) Pasal 25 ayat 1, urusan pemerintahan umum meliputi
pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD
NRI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.

f. Peraturan tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

1) Pasal 39 UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional atau Sisdiknas bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan

15 Ditjen Pothan Kemhan. 2019. Modul PKBN Seri 3 Waijib Tataran Dasar Bela Negara.
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jenjang Pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila dan
Pendidikan Kewarganegaraan.
2) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum Pendidikan dasar,
menengah dan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
a) Pasal 6 menyatakan bahwa standar kompetensi pada
satuan Pendidikan jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada
penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,
sedangkan pada jenjang pendidikan menengah umum dan
kejuruan serta pendidikan tinggi penanaman karakter yang
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan sebagai
standar kompetensi.
b) Pasal 40 menyatakan bahwa kurikulum pada semua
jenjang pendidikan balk dasar, menengah dan tinggi wajib

memuat Pendidikan Kewarganegaraan.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2021 Tentang Kebijakan
Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 pada pokok kebijakan
umum pertahanan girmilitar bahwa “pembangunan karakter bangsa
melalul' 'osakia® bela negaravadéengan | melalui Pendidikan
Kewarganegaraan berupa pembinaan kesadaran bela negara dan

pengabdian sesuai dengan profesi”.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana
Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019, ditindaklanjuti oleh
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dengan mengeluarkan
pedoman modul utama pembinaan bela negara, terdiri dari modul |
konsepsi bela negara, modul Il implementasi bela negara pada
tahun 2018 sebagai rujukan utama dalam rangka aksi bela negara
yang diselenggarakan oleh seluruh Kementerian, Lembaga dan
Pemerintah Daerah. Aksi Nasional Bela Negara dimaksudkan oleh
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Wantannas tidak hanya dilaksanakan melalui program Pendidikan
dan pelatihan, namun juga menjangkau sampai tataran aksi
gerakan implementatif yang menjadi program kerja di seluruh

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah®®.

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah, dengan
sasarannya setiap WNI yang terhimpun dalam penyelenggara
pemerintahan daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan,
LNL, lembaga pendidikan dan organisasi Pers yang difasilitasi oleh
kepala daerah dengan mendukung, mengkoordinasikan dan

memfasilitasi kegiatan tersebut di daerahnya.

J- Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2021 tentang peran serta pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan dalam
mendukung upaya pertahanan negara telah dikeluarkan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan/RB). Keikutsertaan ASN sebagai tindak lanjut
UU Nomor 23 Tahun 2019 dan UU nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara. Pelatihan Komponen Cadangan yang
melibatkan ASN merupalkans bentuk pengamalan nilai dasar ASN
berakhlak “tarutania loyalitas, - Oemgahn “perilaku- yang memegang
teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI serta pemerintahan

yang sah'’.

16 Wantannas. 2018. Konsepsi Bela Negara Modul .
17 https://www.menpan.go.id. 28 Desember 2021. Perkuat Bela Negara, ASN Masuk Komponen
Cadangan. Diakses pada 8 Juni 2022 pukul 20.30
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9. Kerangka Teoretis.

Perspektif teori yang digunakan dalam penulisan Taskap ini, antara lain:

a.

Bela Negara. Menurut Sutarman?®, konsep bela negara dapat
dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe fisik dan tipe non fisik. Secara
fisik, diartikan sebagai usaha dalam pertahanan menghadapi
serangan fisik atau agresi dengan mengangkat senjata. Sedangkan
secara non fisik sebagai upaya untuk ikut berperan aktif memajukan
negara dan bangsa dengan menjaga kedaulatan melalui proses
meningkatkan nasionalisme. Pemikiran tentang perjuangan bangsa
Indonesia dalam membangun bangsa dan NKRI serta
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan
keselamatan kesinambungan hidup bangsa, mencerminkan
kemampuan berjuang yang penuh semangat dan pantang
menyerah dari para pendahulu bangsa, telah mendasari nilai-nilai
dasar yang terkandung dalam upaya bela negara yang dirumuskan
dan dikategorisasikan ke dalam 5 (lima) kelompok nilai yaitu: Cinta
Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Setia pada Pancasila
sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban Untuk Bangsa dan

Negara serta Kemampuan Awal Bela Negara®®.

Konsep Sekuriti dan Konsep Tentara®. Menurut Moh.
Mahfud.M.0, bahwa-territorial security/tesitarial defense merupakan
kensep pertahénan yang dikembéngkan atas pertimbangan
kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keutuhan perbatasan
yang merupakan perhatian (focus) utama untuk mempertahankan
territorial, sedangkan konsep tentara dilandasi gagasan alamiah
bahwa semua orang itu sama dan mempunyai hak serta kewajiban
untuk mempertahankan keamanan bangsa dan negaranya dari

ancaman musuh.

18 hitps://www.gramedia.comWida Kurniasih. “Lima pengertian Bela Negara Menurut Ahli dan

Undang-Undang Dasar 1945”. Diakses pada 11 April 2022 pkl 06.00
19 Ditjen Pothan Kemhan. 2019. Tataran Dasar Bela Negara Dalam Gerakan Nasional Bela

Negara. h. 2

20 Moh.Mahfud.M.D. 2001. “Sistem Pertahanan-Keamanan Dalam Perspektif Indonesia Baru” pada
buku “Sistem Pertahanan-Keamanan Negara Analisis Potensi dan Problem”. Editor Indria Samego.
Penerbit The Habibie Center, h 25-27.


https://www.gramedia.com/
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Politik Pertahanan Indonesia?!. Menurut Indria Samego bahwa
selain peningkatan berbagai mesin perang dan juga kemampuan
profesional dan moral prajurit, yang tak kalah penting adalah
kekuatan lunak bangsa secara keseluruhan. Prajurit TNI memang
kekuatan utama pertahanan, namun dukungan seluruh elemen
negara bangsa-baik manusia maupun sumber daya nasional
lainnya- jauh lebih efektif dan relatif murah bagi peningkatan
ketahanan nasional, ketimbang kejayaan nasional secara sempit.
Dengan kata lain, upaya membangun kekuatan pertahanan dan
keamanan, tidaklah semata-mata diarahkan pada pemahaman lama
yang bersifat fisik, melainkan lebih luas dari itu. Saat ini elemen
kekuatan modern terdiri atas informasi, kemampuan diplomasi, daya

tahan ekonomi dan kekuatan militer.

Data dan Fakta.

Data dan fakta merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam pembahasan

masalah, berikut data dan fakte yang berkaitan dengan peningkatan

kesadaran bela negara masyarakat untuk mendukung pertahanan Ibu Kota
Negara (IKN).

a. Kesadaran Bela Negara Masyarakat

Pemerintah melalui-Kementerian/Lembaga telah mengeluarkan

berbagai peraliran  daq pedoman | tentang,  kesadaran bela negara

masyarakat, serta'sebagian ada yang mehgikuti- Pendidikan dan

pelatihan bela negara, sebagai berikut ;

1)

Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Agama, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah bekerjasama dengan
Pusdiklat Bela Negara Kemhan untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan bela negara bagi CPNS agar memiliki jiwa nasionalisme

dengan nilai bela negara dan meningkatkan kedisiplinan.

21 Syarifuddin Tippe. 2016. Indria Samego dalam pengantar “llmu Pertahanan: Sejarah, Konsep,
Teori dan Implementasi”. Penerbit Salemba Humanika. h.xix
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2) Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan/pedoman
tentang kesadaran bela negara, namun kesadaran bela negara
masyarakat Kalimantan pada umumnya masih belum kuat dan
dapat mempengaruhi pertahanan negara. Beberapa indikator
masalah tersebut, antara lain ;

a) Pengalaman masa lalu adanya konflik antara pribumi dan
pendatang, sebagaimana konflik antara suku Dayak dengan
suku Madura di kota Sampit pada Februari 2001, sehingga
meluas ke berbagai wilayah lainnya di Kalimantan, menurut
catatan Komnas HAM jumlah korban meninggal dunia sekitar
400 jiwa??.

b) Ledakan bom molotov di Gereja Oikumene Samarinda
Kaltim pada tanggal 13 November 2016 pukul 10.00 WITA
Samarinda yang dilakukan oleh Johanda alias Jo Bin
Muhammad Aceng-Kurnia. Hal ini mengakibatkan empat
balita sebagal korban mengalami luka bakar?3.

c) Generasi muda banyak lupa tentang teks Pancasila,
sebagaimana penyampaian Gubernur Kalimantan Timur
pada sambutannya yang dibacakan oleh Asisten | Sekprov
Kaltim Meiliana pada saat lomba diskusi parade cinta tanah
air yang diselenggarakan. di Aula Dinas Dikbud tanggal 9
AQUStIs RO 1724 MAI

d) Kasus konflik massal. Berdasarkan data dari Kementerian
PPN/Bappenas pada saat kajian awal tentang Ibu Kota
Nusantara dari aspek Pertahanan Keamanan di Kemhan
pada tanggal 18 September 2019, bahwa pada tahun 2014
tercatat kasus konflik massal di Kalimantan Tengah sejumlah

22 https://www.liputan6.com/news/read/3897282/kerusuhan-sampit-kegagalan-merawat-
perbedaan-18-tahun-silam. 18 Februari 2019. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pkl 13.35

23 Menteri Dalam Negeri. Tjahjo Kumolo. “Stabilitas Keamanan dan Kepastian Tegaknya Hukum
Menjamin Kesinambungan Pembangunan Nasional”. 2017. h.29

24 https://infopublik.id Gubernur Kaltim, Awang Faroek. “Kesadaran Bela Negara Generasi Muda” 9
Agustus 2017. Diakses pada 6 April 2022 pkl 16.17



https://www.liputan6.com/news/read/3897282/kerusuhan-sampit-kegagalan-merawat-perbedaan-18-tahun-silam.%2018%20Februari%202019
https://www.liputan6.com/news/read/3897282/kerusuhan-sampit-kegagalan-merawat-perbedaan-18-tahun-silam.%2018%20Februari%202019
https://infopublik.id/
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36 kasus, di Kalimantan Timur sejumlah 20 kasus serta di
Kalimantan Selatan sejumlah 26 kasus?®.

e) Masih adanya penolakan pemindahan IKN oleh sejumlah
aktifis (Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur) dengan alasan
UU IKN cacat prosedural, ancaman terhadap keselamatan
ruang hidup masyarakat sekitar IKN serta eksosistem hewan

langka?®.

b. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diajarkan pada hampir setiap
negara sebagai mata pelajaran di sekolah, di Inggris menjadi mata
pelajaran wajib sejak tahun 2001 dengan nama citizenship education
yang berasal dari sejarah dan ideologinya, sedangkan di Korea Selatan
berasal dari budaya konfusianisme. Sedangkan di Indonesia PKn
diselenggarakan pada lingkup pendidikan, lingkup masyarakat maupun
lingkup pekerjaan yang menanamkan nilai dasar bela negara berupa
cinta tanah air, sadar berbamgsa dan bernegara, setia kepada
Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan

negara dan kemampuan awal bela negara?’.

c. Pelatihan Dasar Kemitieran'Secana Wajib.
Pada tahtuAanl967-1974 Pemerintak "pernah _menyelenggarakan
Wajib Latih Mahasiswa (Walawa), hasil kerjasama antara Departemen
Pertahanan dengan Departemen Pendidikan Kebudayaan, namun
karena kekurangan anggaran akhirnya Walawa hanya bertahan selama
lima tahun dan pada tahun 1973 digantikan dengan pendidikan
kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD)?8. Selain itu

pada masa Orde Baru terdapat Resimen Mahasiswa yang cukup aktif

25 Kementerian PPN/Bappenas. 18 September 2019. “ Kajian Awal tentang Ibu Kota Nusantara
dari Aspek Pertahanan Keamanan”.

26 Pusinfostrahan Bainstrahan Kemhan. 31 Maret 2022. “ Kumpulan Bahan IKN”.

27 PP Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang
PSDN Untuk Hanneg

28 https://lontar.ui.ac.id. Gerakan Mahasiswa : Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) di Bandung 1967-
1974. Diakses pada 30 Mei 2022 pkl 21.57



https://lontar.ui.ac.id./
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kegiatannya dan masih diakui keberadaannya sampai sekarang, namun
paska reformasi dengan jatuhnya rezim Orde Baru aktifitasnya menurun
dan kurang terdengar kiprahnya.

Untuk menjadi seorang militer, sebenarnya banyak generasi
muda di Kalimantan yang berminat, namun banyak dari mereka gagal
karena terkendala oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan
keterbatasan alokasi. Meski demikian, apabila berminat untuk mengikuti
pelatihan dasar kemiliteran, mereka dapat bergabung sebagai
komponen cadangan sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan
pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN untuk
Hanneg, bahwa warga negara dapat mengikuti pelatihan dasar
kemiliteran secara wajib apabila memenuhi persyaratan dan lolos dalam
seleksi sebagai calon komponen cadangan.

Pada tahun 2021 Kemhan telah berhasil membentuk komponen
cadangan unsur sumber daya manusia matra darat yang dilatih di
Rindam Xll/Tanjungpura yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan
Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 500 orang, namun satu orang
tidak lulus dalam pendidikan karena sakit. Selanjutnya pada tahun 2022
ini, Kemhan melanjutkan membentuk komponen cadangan unsur
sumber daya manusia untuk semua matra. Di pulau Kalimantan, saat ini
berlangsung pendidikeq ywelatinan,matra darat sejumlah 500 orang di
Rindam VI/Mulawerman' yang berasalldari-vilayah Provinsi Kalimantan
Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Sedangkan untuk pendaftaran komcad Matra Laut di Lanal Surabaya,

dan komcad matra udara di Lanud Sulaiman Bandung?.

29 Hani Kurniawan. Ditsumdahan Ditjen Pothan. Wawancara pada tanggal 8 Juni 2022.
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Gambar 1
Sumber : Ditjen Pothan pada Grand Design Postur Komcad Hanneg Matra Darat Tahun 2020-2044

Pengabdian Sesuai Dengan Profesi.

Pengabdian sesuai  dengan profesi dilaksanakan untuk
kepentingan pertahanan negara yang disiapkan secara dini untuk
menghadapi ancaman militér, .ancaman nonmiliter serta ancaman
hibrida. Untuk menghadapi @ancaman nonmiliter dikoordinasikan oleh
kementerian/lembaga pemerintah  nonkementerian sesuai dengan
bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Dalam
melaksanakan pembinaaniya, inclalui sosialisasi, bimbingan teknis,
simulasi-dam atag,.Qi.klaE', dimana d:a\la,ﬁr;~ meRyUsun-program pembinaan
dan melaksanakannya dapat bekerjasama dengain-organisasi profesi.

Sedangkan untuk menghadapi ancaman militer dan/atau hibrida
melalui keanggotaan komponen cadangan dan/atau komponen
pendukung. Komponen pendukung terdiri dari warga negara, sumber
daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional.
Berbicara tentang warga negara sebagai komponen pendukung, maka
terdiri atas anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, warga
terlatih, tenaga ahli dan warga lain unsur warga negara. Saat ini
Kemhan (Kemhan) baru memiliki data potensi sumber daya pertahanan
termasuk diantaranya sumber daya manusia, namun belum memiliki

data lengkap tentang komponen pendukung secara utuh. Sesuai
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dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2019 dan turunannya PP Nomor
3 Tahun 2021, maka Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah
Daerah yang melaksanakannya, hamun sampai saat ini mereka belum
melakukan pendataan, pemilahan dan pemilihan,

Pada akhir 2022 Kemhan berencana melaksanakan sosialisasi
kepada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah agar
segera melaksanakan penyiapan komponen pendukung yang dimulai
dari pendataan, pemilahan dan pemilihan. Sehingga Kemhan dapat
memverifikasi dan menetapkan sebagai Komponen Pendukung. Saat
ini Kemhan sedang menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria
Komponen Pendukung untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk

Peraturan Menteri Pertahanan®°.

11. Lingkungan Strategis.

a.

Perkembangan Lingkungan Global.

Beberapa isu yang terangkum antara lain fenomena polarisasi
global, terutama antara NATO pimpinan Amerika Serikat dengan
Aliansi Rusia, China, lran dan Korea Utara. Proses penggiringan
polarisasi ini masih “ferus >rlangsung, sekalipun  terdapat
sekelompok negara yang masin mempertahankan sikap netralnya.
Indonesia sebagai negara. Non Blok tidak memiliki musuh
berdasarkan-pelarisasi-iersebut, se_hingga dapat bebas berhubungan
dengan negara-r'nénapun di dunia-irternasional “Namun dihadapkan
dengan kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara kuat, maka
sering berada pada posisi dilematis apabila kedua kubu tersebut
menarik Indonesia agar bergabung ke dalam kelompoknya, dan
yang lebih fatal lagi apabila Indonesia dianggap musuh karena
dianggap lebih mendukung lawannya sehingga tidak mau bergabung
dalam kelompoknya.

Pasca kekalahan ISIS dan Al Qaeda di Timur Tengah, para
mantan anggotanya yang semula berkumpul di Irak dan Suriah
berupaya kembali ke negara asalnya masing-masing dengan

30 Mawitri. Kasubdit Sarpras Ditsumdahan Ditjen Pothan Kemhan. Wawancara pada 2 Juni 2022

pukul 13.30



21

harapan dapat meneruskan cita-cita berdirinya negara bersistem
khilafah Islamiyah. Strategi yang dilakukan dengan memprovokasi
warga melalui sentimen agama dan etnis maupun kelemahan
pemerintahan yang syah, sehingga akan menjadi ancaman bagi
Indonesia, termasuk di Ibu Kota Nusantara kelak apabila mereka
tidak bisa dikendalikan dan dideradikalisasi. Namun apabila dapat
dikendalikan dan dideradikalisasi sehingga kembali tumbuh jiwa
nasionalismenya, maka mereka merupakan komponen cadangan
sebagai kekuatan pertahanan yang perlu diperhitungkan.
Selanjutnya  perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) terutama dunia industri 4.0 berkembang secara
pesat, dengan menghasilkan pabrik cerdas (Artificial Intelligence).
Hal ini membuat interaksi antar bangsa menjadi semakin cepat dan
kompleks serta menjadikan dunia tanpa batas. Namun berdasarkan
aspek kedaulatan akan memunculkan ancaman berdimensi siber
dan proxy. Dalam konteks pertahanan negara saat ini, selain
pertahanan militer perlu diperhitungkan pula pertahanan nirmiliter.
Karena paradigma perang modern baik pada masa sekarang dan
mendatang selain menggunakan unsur militer, akan mengandalkan

kecanggihan teknologi informasi serta aspek nonmiliter3.

b. Perkembangamiingkungan Regionial:

Perkembangan kekuatan ekonomi dan militer China di
kawasan Asia Pasifik telah membuat gerah Amerika Serikat yang
pada akhirnya merubah kebijakan strategisnya dari Timur Tengah
bergeser ke kawasan Asia Pasifik yang dinamakan “US Rebalancing
Strategy”. Selanjutnya hal yang perlu diwaspadai di kawasan
regional adalah keberadaan Five Power Defence Arrangement
(FPDA), revolusi industri 4.0, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Il serta masalah perbatasan dengan 10 negara tetangga.

31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang “Kebijakan Umum
Pertahanan Negara Tahun 2020-2024". h.4
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Dengan adanya perebutan hegemoni di wilayah yang dekat
dengan Indonesia, masalah perbatasan serta aliansi negara
tetangga maka kedaulatan, keamanan maupun keselamatan
Indonesia akan terancam, termasuk IKN yang baru akan didirikan.
Namun apabila diplomasi dan pertahanan negara termasuk
belanegara masyarakat Indonesia kuat, maka akan memiliki efek

detern yang kuat terhadap negara lain.

C. Perkembangan Nasional.

Pembahasan data akan fokus kepada situasi nasional di
wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya berkaitan dengan rencana
perpindahan lbu Kota Negara (IKN) yang telah disetujui dan
disahkan DPR dengan keluarnya Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara. Sebagian
besar data bersumber dari Analisa Daerah Operasi Komando

Daerah Militer VI/Mulawarman-Januari 2022.

1) Geogratfi.

Luas daratap Kalimantan secara keseluruhan adalah
743.330 km?, sedangkan luas daratan provinsi Kalimantan
Timur seluas 127.267,52 km2 dan luas pengelolaan laut
25.656 km?% " Adapun‘kawasan-perbatasan memiliki luas
52:920" ' Kmn?" yang meruhéka’n dacrah._pegunungan dan
bertebing curam. Prasarana perhubungan sangat sulit karena
dominan hanya dapat ditempuh melalui sungai dan sangat
berbahaya. Panjang garis perbatasan Provinsi Kaltim-Provinsi
Kaltara dengan Malaysia sepanjang 1.038 Km. Sehingga dari
perspektif pertahanan darat, kondisi medan tersebut rawan
pelanggaran wilayah perbatasan, namun pada sisi lain dapat
menghambat dan menyulitkan pergerakan musuh yang akan

menyerang IKN, terutama dari arah perbatasan darat (utara).

82 https://kaltimprov.go.id. Kondisi Wilayah. Diakses pada 1 Juni 2022 pkl 14.15
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Demografi.

Penduduk yang berdomisili di Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, sebagian besar
bermukim di perkotaan baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Pada umumnya masyarakat di daerah
perkotaan adalah masyarakat pendatang yang mempunyai
mata pencaharian sebagai pedagang, nelayan, buruh,
pegawai negeri dan karyawan di perusahaan swasta.
Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah
pedalaman umumnya masyarakat asli pribumi yang mata
pencahariannya bercocok tanam/ladang dan mencari hasil
hutan. Khusus di daerah perbatasan Kalimantan dengan
Malaysia, penyebaran penduduk masih jarang + 18 jiwa/Km2.
Kondisi ini menugjukkan bahwa penyebaran penduduk tidak
seimbang serta rata-rata kualitas dan kuantitas masyarakat
masih rendah serta tmomogen terutama yang berada di
perbatasan dan pedalaman. Hal ini berbeda dengan yang
berada di perkotaan, dimana kualitas dan kuantitas

masyarakat lebih baik serta heterogen.

SumberKekayaan Alam (SKA)Y

Kalimantan terutama Kalimantan Timur memiliki
potensi alam yang berlimpah, mulai dari aneka tambang
seperti batubara, gas alam, minyak bumi maupun bidang
agrikultural seperti padi, singkong gajah, sawit dan palawija.
Dari kegiatan tambang terutama minyak bumi dan gas alam
sangat mempengaruhi perekonomian di Kalimantan Timur
khususnya dan Indonesia pada umumnya. Namun perlu
diwaspadai kelestarian alam serta warisan ke generasi
berikutnya, agar tidak menimbulkan kerusakan alam
lingkungan dan kecemburuan sosial ekonomi yang dapat
berakibat pada instabilitas nasional.
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Ideologi.

Secara umum Pancasila diterima masyarakat
Kalimantan, namun secara ilmiah untuk masyarakat
pedalaman dan perbatasan belum memahami Pancasila
sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, mengingat
keterbatasan tingkat pendidikannya. Operasi penerangan
belum mampu menjangkau lebih jauh ke pedalaman dan
perbatasan, namun dengan program televisi yang semakin
membaik masyarakat pedalaman dan perbatasan berangsur
mengamalkan Pancasila secara alamiah. Indikatornya adalah
berkurangnya adat Kayau atau Ayau (memenggal kepala
musuh) menurun bahkan hilang. Belum tersosisalisasinya
Pancasila terutama di pedalaman dan perbatasan, dapat
menimbulkan kerawanan apabila muncul penyebaran ideologi
yang tidak sesual dengan Pancasila, selain itu akan mudah
terjadi pergeseran. norma dalam bermasyarakat akibat

menurunnya rasa kebangsaan.

Politik.

Wacdena pemindahar aAKN"ke' Kalimantan Timur dan
rencana pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir yang lepas
dari Kabupaten Kutai Kertanegara menjadi perbincangan
hangat di kalangan masyarakat dan partai politik. Di wilayah
pantai dan perkotaan perebutan pengaruh antar Partai Politik
terhadap masyarakat sangat terasa, terutama menjelang
pemilihan kepala daerah dan Pemilu Nasional. Demikian pula
dengan menguatnya peran organisasi massa di tengah
masyarakat saat ini. Sedangkan di wilayah pedalaman dan
perbatasan, peranan kepala suku, kepala adat, tokoh
masyarakat dan alim ulama dapat digunakan untuk
mempengaruhi secara politik dalam menggalang dan merebut
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simpati masyarakat. Dengan demikian, peran para tokoh di
tengah masyarakat bermanfaat dalam meningkatkan
kesadaran bela negara, namun memiliki kerawanan apabila
terjadi politik hitam serta arogansi dan tirani para tokoh

tersebut.

Ekonomi.

Perputaran ekonomi pada daerah perkotaan dan pantai
relatif tinggi, disebabkan banyaknya investor asing yang
tanam modal di wilayah ini, mulai dari pertambangan,
perkebunan, kehutanan dan lain-lain. Sebagaimana di wilayah
lainnya, sektor perdagangan dikuasai warga keturunan.
Namun bagi masyarakat pedalaman perputaran ekonomi
masih rendah karena sekedar memenuhi kebutuhan hidup
dengan bercocok tanam dan mencari di hutan, meski
demikian masih banyak lahan tidur di wilayah ini yang belum
tergarap sehingga masih membuka peluang untuk mengolah
lahan yang kosong. Naimun sisi lain, kondisi seperti ini mudah
menimbulkan instabiltas nasional karena kesenjangan
ekonomi dan monopoli perdagangan mengakibatkan mudah

cemburu tertigynaDagikaum marginal.

Sosial Budaya.

Pengaruh agama dan adat isitiadat sangat kuat dalam
kehidupan bermasyarakat di Kalimantan, namun masyarakat
yang primitif memiliki kerawanan terhadap pengaruh negatif
yang berlaku di masyarakat. Terlebih tingkat Pendidikan
rendah mengingat fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar
terbatas. Selain itu permasalahan SARA, pengangguran dan
masuknya tenaga kerja dari luar sering menimbulkan
keresahan warga yang dapat berujung pada konflik sosial,
sebagaimana yang dijelaskan oleh Bappenas pada paparan
di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada kajian awal aspek
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Hankam penyiapan pemindahan IKN tanggal 18 September
20109.

Pertahanan dan Keamanan.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pertahanan dan
keamanan masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan
indikator antara lain, rendahnya tingkat disiplin, kepedulian
dan peran masyarakat dalam keamanan Kketertiban
masyarakat masih rendah, suku pendatang yang ingin
mempertahankan  adat istiadatnya dan  berusaha
mempengaruhi warga pribumi serta pengaruh asing terutama
di wilayah perbatasan terkadang menimbulkan masalah
keamanan. Di Kalimantan telah berdiri beberapa satuan TNI,
namun dibandingkan dengan kondisi luas wilayah serta

kemampuannya, ka. TNI sebagai komponen utama belum

cukup kuat-menghadapi ancaman militer tersebut, sehingga

perlu dukung dan bantuan masyarakat.

Jik ™ K Tal 014)

Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan

M Jumlah Desa/Kelurahan yang ada Kejadian Konflik Massal

® Jumlah Desa/Kelurahan yang ada Kejadian Konflik Massal
dan Mambu Diselesaikan

Gambar 2 Sumber : Bappenas. 2019
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BAB llI
PEMBAHASAN

Umum.

Konsep bela negara selain sebagai usaha pertahanan negara, juga ikut
berperan aktif memajukan negara dan bangsa dengan menjaga kedaulatan
melalui proses meningkatkan nasionalisme. Pemikiran tentang perjuangan
bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan NKRI serta
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan
kesinambungan hidup bangsa, mencerminkan kemampuan berjuang yang
penuh semangat dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa,
demikian menurut Sutarman33. Para pendahulu bangsa telah membuktikan
dan mewariskan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam upaya bela negara
tersebut yaitu: Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Setia pada
Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban Untuk Bangsa dan

Negara serta Kemampuan Awal Bela Negara.

Berkaitan dengan bela negara, Pemerintah telah mengeluarkan
berbagai peraturan baik berupa undang-undang, peraturan Menteri atau
peraturan Lembaga. Meski demikian, bela negara sering disalahartikan
bahkan diplesetkan oleh oknum tertentu sebagai upaya militeristik. Padahal
hampir setiap negara membegiikanybin termasuk didalamnya bela negara,
meskipun - dengan™cara Ayang berbeda-bedé-'sebagai -konsekwensi dari
perkembangan Sejarah, ekonomi, identitas nasional dan budaya setiap
negara masing-masing**. Dengan demikian, tentunya menjadi hal yang aneh
dan patut dipertanyakan, mengapa bela negara dipandang sebagai hal yang
masih perlu diperdebatkan di negara kita. Dalam bab ini, penulis membahas
permasalahan tersebut dari sudut PKn, pelatihan dasar kemiliteran secara
wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi untuk kepentingan

pertahanan negara terutama di IKN.

33 https://www.gramedia.comWida Kurniasih. “Lima pengertian Bela Negara Menurut Ahli dan

Undang-Undang Dasar 1945”. Diakses pada 11 April 2022 pkl 06.00
34 Fatikha Fauziah. 2019. Journal.uny.ac.id. diakses pada 12 April 2022 pukul 21.00
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Peningkatan Kesadaran Bela Negara Masyarakat Melalui Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diselenggarakan melalui
pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela
negara yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang terdiri dari lingkup
pendidikan, lingkup masyarakat maupun lingkup pekerjaan sebagaimana
tertuang dalam UU RI nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk
Pertahanan Negara. Namun harus diakui, sampai saat ini PKn belum
menyentuh relevansi nilai-nilai fundamental di lapisan masyarakat, menurut
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2002:3) bahwa tanggapan kurang
simpatik masyarakat kampus (civitas akademika) terutama mahasiswa
karena bersifat indoktrinasi selama tiga dasa warsa terakhir, sehingga isi,
makna, dan manfaat yang diperoleh dari mempelajari ketiga mata kuliah
tersebut tidak terasa. Mempertimbangkan hal tersebut, penulis mengangkat
permasalahan PKn dari perspekiif regulasi dan perspektif komponen
Pendidikan.

a. Analisis berdasarkan perspektif regulasi.
Pemerintah  melalur “beberapa Kementerian/Lembaga telah
mengeluarkan beberapa regulasi baik peraturan dan modul yang

berkaitan dengan PKn, antaralain ;

1) Peraturan-Mentery Dalam NegerisNemor~38 Tahun 2011 tentang
Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
Peraturan ini merupakan peluang dalam meningkatkan
kesadaran bela negara, karena sasarannya dapat menyentuh
seluruh warga negara dari berbagai komponen bangsa, melalui
peraturan ini Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan Kepala
Daerah untuk memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan
kegiatan tersebut. Dengan demikian, peraturan ini dapat dijadikan
sebagai referensi acuan dan pedoman bagi kepala daerah.
Namun harus diakui bahwa peraturan tersebut belum
dilaksanakan secara optimal, kemungkinan karena: a) masih
terdapat kepala daerah yang belum tertarik dengan kesadaran
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bela negara sehingga tidak memasukkan dalam visi, misi
dan program yang dituangkan pada RPJM Daerahnya. b) adanya
anggapan bahwa bela negara merupakan urusan pertahanan
sebagai urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan
penuh pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang pada pasal 9
dan 10 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Padahal dalam Pasal 25 ayat 1 undang-undang yang sama,
bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap urusan
pemerintahan umum termasuk diantaranya meliputi pembinaan
wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, ¢) minat baca
atau literasi masyarakat yang rendah, sebagaimana hasil
penelitian Program for International Student Assessment (PISA)
yang dirilis Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati rangking
ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, dengan
total jumlah bahan bacean satu buku ditunggu oleh 90 orang
Indonesia setiap tahun, sedangkan standar UNESCO minimal tiga
buku perorang unfuk satu tahun 3%, d) peraturan ini belum
tersosialisasi sampail ke tingkat bawah, sehingga masih banyak
kepala daerah dan jajarannya yang belum memahami bahkan
tidak mengetahui pteftang 4 kewajibannya dalam peningkatan

Kesadaranipelanegara.

2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Pembinaan masyarakat melalui PKn di lingkup pendidikan
juga memperoleh peluang dengan keluarnya UU Rl Nomor 2
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas,
yang selanjutnya direvisi menjadi UU Rl Nomor 20 Tahun 2003
dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

% https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661 diakses pada 17 Juni 2022 pkl 22.00
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2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lingkungan
pendidikan diwajibkan memuat tentang Pendidikan Pancasila dan
PKn secara gabungan yang wajib dimuat dalam kurikulum semua
jenjang pendidikan baik Pendidikan dasar, menengah maupun
tinggi. Namun PKn di lingkungan Pendidikan masih belum optimal,
dikarenakan beberapa masalah, antara lain; a) PKn memuat
tentang karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila hanya
dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar saja. Sehingga
meskipun PKn sebagai kurikulum wajib, Pancasila hanya bagian
darinya, sehingga Pancasila kurang melekat dan tidak
berpengaruh secara kuat. Hal ini karena hanya berlaku saat masih
pendidikan dasar saja serta Pancasila yang merupakan dasar
negara hanya bagian dari PKn. Akan menjadi lebih baik apabila
Pendidikan Pancasila dan PKn merupakan kurikulum wajib dalam
bentuk kurikulum pelajaran masing-masing terpisah dan diberikan
kepada seluruh jenjang Pendidikan secara bertahap, bertingkat
dan berlanjut berdasarkan iingkat pemahaman dan logika berfikir
manusia Indonesia. B) Sampai saat ini belum ada modul PKn yang
dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Sehingga sekolah dan
perguruan tinggi mengajarkan PKn berdasarkan pemahaman dan
penjabaran masingsmesSingoieh pengampu materi di lembaganya.
Meskiptn“hukan- mutlak modulMPKA™ Kemhan dan Dewan
Ketahanan Nasional (Wantannas) telah mengeluarkan pedoman
modul utama pembinaan bela negara baik berupa konsepsi
maupun implementasi sebagai rujukan utama dan menjadi
program kerja seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah
Daerah, yang tidak hanya dilaksanakan melalui program
Pendidikan dan pelatihan, namun juga menjangkau sampai
tataran aksi gerakan implementatif. Sangat disayangkan produk
tersebut belum dijadikan acuan referensi di lingkungan
pendidikan,c) minat baca atau literasi masyarakat yang
rendah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, d) peraturan
dan modul yang dikeluarkan Kemhan dan Wantahnas belum
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tersosialisasi sampai ke tingkat bawah, sehingga masih banyak
satuan Pendidikan dan pengampu materi yang belum memahami
bahkan tidak mengetahui tentang modul tersebut sebagai

referensi pengajaran pendidikan.

3) Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2021 tentang peran serta pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan dalam

mendukung upaya pertahanan negara.

Dengan keluarnya Surat Edaran tersebut, maka hal ini
semakin membantu meningkatkan kesadaran bela negara di
kalangan Pegawai Negeri seluruh Kementerian dan Lembaga,
dengan pertimbangan sebagai berikut : a) Sebelum Surat Edaran
tersebut dikeluarkan sudah banyak Kementerian/Lembaga yang
bekerjasama dengan Kemhan maupun secara mandiri
melaksanakan pelatihan bela negara, antara lain Kementerian
PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Bank
Indonesia (Bl), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dengan maksud dan tujuan yang serupa,
yaitu membentuk disiplin pegawai serta membentuk pengamalan
nilai dasar ASN berAKHLAK, khususnya loyalitas yang
berpedoman padza, jdeolggl Pancasila, UUD 1945, NKRI serta
pemerintahan, yahg sah *° =), Jiak\ini -menunjukkan bahwa
Kementerian/Lembaga pemerintah pusat-— telah menyadari
pentingnya bela negara, namun kesadaran bela negara tersebut
belum sampai menyentuh daerah, sehingga agar peningkatan
kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan terutama pegawai
negeri terwujud, maka perlu ditindaklanjuti oleh
Kementerian/Lembaga kepada jajarannya masing-masing dengan
berpedoman pada Surat Edaran Kemenpan/RB tersebut.

Peraturan-peraturan ini telah menyasar pada lingkup

masyarakat, pendidikan dan pekerjaan, maka sebenarnya hal

36 https://www.menpan.go.id. 28 Desember 2021. Perkuat Bela Negara, ASN Masuk Komponen
Cadangan. Diakses pada 8 Juni 2022 pukul 20.30
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tersebut sudah sesuai dengan isi pasal 7 UU Nomor 23 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk
Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa PKn dilaksanakan
melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan
nilai dasar bela negara di lingkup pendidikan, masyarakat dan
pekerjaan. Namun demikian, masih perlu implementasi di
lapangan untuk menjalankan amanah tersebut.

Belum berjalannya peraturan-peraturan tersebut yang
merupakan panduan, pedoman dan perintah terhadap
penyelenggaraan PKn karena selain kurangnya sosialisasi
peraturan dan literasi yang rendah, juga disebabkan belum ada
satupun peraturan tersebut yang memuat sanksi apabila tidak
melaksanakan PKn dan tidak sesuai dengan isi peraturan
tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak fihak yang semestinya
bertanggungjawab, namun justru terkesan kurang peduli dan
mengabaikan.

Berkaitan dengan peraiuran tentang peningkatan kesadaran
bela negara, disarankan sebagai berikut: a) Kemhan, Kemendagri,
Kemendikbudristek, Kementerian PAN/RB, dan yang lainnya
menyebarkan informasi secara massif tentang peraturan bela
negara kepada selamuli warga negara melalui mass media baik
media “cetak iy lektronik mauptinsmediatsosial, b) Kemendagri,
Kemendikbudristek, Kementerian PAN/RB melakukan sosialisasi
sesuai lingkup masing-masing sampai pada tingkat jajarannya
yang terbawah melalui Training of Trainer (TOT) dengan dibantu
Kemhan, c) Kemendagri dan Kemendikbudristek meningkatkan
minat baca dan literasi seluruh warga negara bekerjasama
dengan stake holder melalui perpustakaan keliling dan
pemasangan pos wifi gratis, d) Membagikan peraturan dan
pedoman baik hard copy yang dikirimkan ke setiap lingkup
sasaran (masyarakat, pendidikan dan pekerjaan) dengan
memanfaatkan organisasi yang ada, maupun penyebaran

informasi melalui soft copy via media sosial. e) Mengeluarkan
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Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang memuat

sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan PKn.

b. Analisis berdasarkan perspektif Komponen Pendidikan.

Pasal 35 UU RI  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Standar nasional pendidikan
terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian
pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala,
yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum,
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan
pembiayaan” 3’. Berdasarkan pandangan tersebut, maka akan dibahas
beberapa komponen pendidikan, yaitu kurikulum, tenaga kependidikan
(tenaga pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik),
sarana/prasarana (alins/alongins dan fasilitas pendidikan), pengelolaan
(peserta didik, paket instruksi, metode pengajaran, evaluasi pendidikan)
dan pembiayaan anggaran. Analisis terhadap komponen pendidikan

dilakukan sebagai berikut ;

1) Kurikulum. Meskipun‘Pemerintah telah menetapkan PKn sebagai
mata pelajaran yang diberikan di lingkup pendidikan, namun
sampai saat ini belum ada kurikulum PKn yang dikeluarkan baik
oleh-Kemendikbud-maupun-Kemenrisiek, Dikti, bahkan sampai
saat bergabuhgnya Kemenristekke datam “‘Kemendikbud pada
tahun 2021, kurikulum PKn belum dibuat. Memang sebelumnya
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mirip dengan
PKn, yaitu pendidikan kewiraan untuk perguruan tinggi yang
menitik beratkan pada kemampuan ilmiah yang bersifat kognitif
dan efektif tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional
sebagai bagian dari PKn, sebagaimana pada UU Rl Nomor 2
Tahun 1989, selanjutnya pendidikan karakter untuk seluruh
lingkup pendidikan sebagaimana Perpres Nomor 87 Tahun 2017

tentang penguatan pendidikan karakter dengan inti pendidikan

87 Pasal 35 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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tentang nilai atau karakter luhur budaya bangsa Indonesia.
Semestinya dengan berbagai kebijakan tersebut, masyarakat
telah memahami dengan baik tentang PKn, namun disayangkan
sampai saat ini sebagian besar justru belum memahami.
Disarankan demi tercapainya tujuan dan sasaran, perlunya
membuat kurikulum yang secara utuh membagi PKn berdasarkan
lingkup sasaran, yang terdiri dari lingkup pendidikan, lingkup
masyarakat dan lingkup pekerjaan. Kurikulum menyesuaikan
dengan lingkup sasaran yang dituangkan dalam mata
pelajaran/mata kuliah, modul, blok atau tematik dengan mengacu
pada modul yang dikeluarkan Ditjen Pothan Kemhan maupun
Dewan Ketahanan Nasional. a) Lingkup pendidikan disusun
dengan memperhatikan jalur dan jenjang peserta didik yang
memuat nilai-nilai dasar bela negara. Dalam lingkup pendidikan,
kurikulum menyesuaikan-dengan jalur yang saat ini memiliki jalur
unggulan, khusus, dan umum. Dimana setiap jalur memiliki
persyaratan masing-masing, hal ini tidak terlepas dari tujuan
satuan pendidikan dan peserta pendidikan tersebut. Selanjutnya
jenjang pendidikan yang berkaitan dengan standar kompetensi
lulusan, isi, proses dan penilaian pendidikan yang menyesuaikan
kematangan berfikip foBrsikep dan bertindak sesuai usia peserta
didik. ' "Baagiarpendidikan  usia Vdini“tentunya. berbeda dengan
pendidikan dasar, pendidikan menengah apalagi pendidikan
tinggi. b) Lingkup masyarakat. PKn diberikan kepada tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi
masyarakat, kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi,
kader partai politk dan kelompok masyarakat lainnya.
Memperhatikan pada sasaran yang memiliki usia, fisik,
pengalaman, pemahaman dan latar belakang yang berbeda-beda
tentunya kurikulum yang dibuat tentunya berbeda dalam materi,
modul, blok atau tematik sesuai kondisi wilayah serta
keperluannya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan acuan
modul yang dapat dijadikan pedoman yang sebenarnya dapat
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diambil modul Kemhan. Namun nampaknya belum ada kerjasama
antara Kemendagri selaku penanggungjawab di lingkungan
masyarakat dengan Kemhan, sehingga modul tersebut belum
tersosialisasikan dan dijadikan acuan. c) Lingkup pekerjaan.
Permasalahan pada lingkup pekerjaan yang meliputi Lembaga
negara, kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian dan
pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN/BUMD, Badan usaha
swasta dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan
pada lingkungan masyarakat, namun untuk lingkup pekerjaan
relatif lebih mudah karena sasarannya memiliki ketergantungan
dan kepatuhan kepada atasannya. Kurikulum dapat mengacu
pada modul Kemhan, namun nampaknya belum ada juga
kerjasama antara Kemhan dengan Pimpinan lingkungan
pekerjaan tersebut, sehingga modul belum tersosialisasikan dan

dijadikan acuan kurikulum.

Tenaga Kependidikan. Sangat disadari bahwa kualitas dan
pemerataan tenaga kependidikan di wilayah merupakan salah
satu permasalahan utama yang dihadapi dalam memberikan
materi PKn, termasuk -dengan kondisi di Kalimantan yang
sebagian masin_pedalamain.dansulll, dijangkau. Dengan tidak
atlanya tenagé.kependidikan yang'selektif, fentu mempengaruhi
kualitas pemberian materi, sehingga mempengaruhi cara berfikir
peserta didik, dimana tenaga kependidikan dalam memberikan
materi dapat terkesan kurang menarik dan membosankan, kurang
memahami materi yang berdampak pada pembelajaran yang
bersifat indoktrinatif, monologis dan tidak partisipatif.

Hal utama bagi tenaga kependidikan adalah kreatifitas atau
inovasi dalam memberikan PKn kepada Peserta Didik, baik proses

pembelajarannya, penguasan materi, metode pembelajaran,
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media pembelajarannya maupun pengemasannya®. Sehingga
dibutuhkan keseriusan tenaga kependidikan dalam menangani
PKn. Diharapkan peserta didik dapat terstimulus cara berfikirnya
yang membuat mereka tertarik dan menyenangkan dalam

menerima pelajaran.

Guna menjawab tantangan tersebut, maka Tenaga
kependidikan yang merupakan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan (staf yang mengurusi administrasi, program dan
membantu kerja pendidik) disarankan memenuhi persyaratan baik
secara kuantitas maupun kualitas, dimana tenaga kependidikan
memiliki kualifikasi psikologi tenaga kependidikan dan secara
kualifikasi selesai mengikuti PKn sebelumnya dan dinyatakan lulus
dengan adanya bukti sertifikasi PKn yang dikeluarkan oleh
Lembaga resmi dhi. Kemhan  bekerjasama  dengan
Kemendikbudristek. Bagi = Tenaga Kependidikan yang telah
memiliki sertifikasi diwajibkan menyelenggarakan ToT (Training of
Trainer) baik secara  terpusat ataupun tersebar, sehingga
diharapkan  terwujud™ kualitas dan pemerataan tenaga
kependidikan PKn di seluruh wilayah Indonesia termasuk
Kalimantan sebagai bakallokasi IKN Nusantara.

3) Sarana/Prasarana. Sebagat Salaktsatr komponen pendidikan,
sarana /prasarana terdiri dari alat instruksi dan alat penolong
instruksi serta fasilitas pendidikan diharapkan secara kualitas dan
kuantitas memenuhi syarat yang mendukung proses belajar
mengajar sehingga memudahkan peserta dalam menerima materi
yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu output pendidikan.
Namun, permasalahan yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan
adalah banyaknya sarana prasarana yang kurang memadai dan
memprihatinkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terlebih
bagi yang berada di daerah pedalaman atau daerah terpencil

38 https://ejournal.uksw.edu. Yosaphat Haris Nusarastriya. 2013. Permasalahan dan Tantangan
Guru PKn Menghadapi Perubahan Kurikulum (2013) hal.26. diakses pada 24 Juli 2022 pkl 20.35
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sebagaimana di Kalimantan. Kondisi ini akan berdampak pada
rendahnya mutu output pendidikan. Faktor penyebab
permasalahan sarana/prasarana diantaranya alokasi anggaran
yang terbatas serta kepedulian atas perawatan dan pemeliharaan

sarana/prasarana yang tersedia.

Untuk itu perlu adanya kepedulian pemerintah dan
penyelenggara PKn dalam menyediakan sarana/prasarana
termasuk perawatan dan pemeliharaannya. Sarana prasarana
tersebut terdiri dari a) mess atau tempat tinggal, b) orang/ peraga,
c) Buku/naskah pendidikan, d) Film perjuangan bangsa, e) Audial
berupa lagu nasional, lagu perjuangan, lagu daerah, f) media
berupa pamplet, spanduk, slogan baik secara langsung maupun
media sosial, g) alat transportasi, h) sumur artesis, MCK, i) tempat

ibadah dan lain-lain.

Pengelolaan. Meskipun = belum ada kurikulum PKn vyang
mengatur, namun pengelolaan PKn tidak dapat dilakukan secara
merata kepada seluruh peserta didik. Sebaiknya pengelolaan
dilakukan dengan memperhatikan usia peserta didik, bentuk paket
instruksi, metode pengajaran dan evaluasi pendidikan, karena
tingkat kecerdasan peralaresn, emosi peserta didik yang berbeda.
a) padatingkur pendidikan (1) Raud: 'Peserta akan lebih mudah
menerima pendidikan dengan pelajaran yang bersifat permainan,
tour dan nasehat. (2) Pendidikan Dasar. Dikenalkan pengertian
tentang empat konsensus dasar negara yang bersifat hafalan
ringan, pemutaran film kekayaan alam dan keragaman budaya
bangsa, pemberian bahan bacaan tentang kepahlawanan
nasional, lagu daerah dan lagu perjuangan yang dinyanyikan serta
diputar setiap pagi, pengenalan disiplin dan resikonya. (3)
Pendidikan menengah. Dikenalkan pemahaman tentang empat
konsensus dasar negara yang bersifat hafalan dan ujian,
pemutaran film kekayaan alam dan keragaman budaya bangsa,

pemberian materi tentang kepahlawanan nasional dan sejarah
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perjuangan bangsa, lagu daerah dan lagu perjuangan yang
dinyanyikan serta diputar setiap pagi, pengenalan disiplin dan
resikonya, (4) pendidikan tinggi. merupakan peserta didik yang
memiliki kecerdasan, kematangan berfikir dan akademik yang
lebih baik dibandingkan peserta yang lain baik secara usia,
akademik maupun fisik, sehingga dalam pendidikan perlu
diberikan materi PKn yang membutuhkan kemampuan ilmiah,
kognitif dan efektif serta bersifat fisik, namun bukan bersifat
indoktriner melainkan praktek dengan terjun langsung di tengah-
tengah masyarakat untuk menemukan kearifan lokal serta
membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat
berdasarkan perspektif ilmu akademis masing-masing, b) lingkup
masyarakat dan lingkup pekerjaan, memiliki kemiripan baik
peserta didik, paket instruksi, metode pengajaran dan evaluasi
pendidikan sehingga pengelolaannya dapat dilakukan melalui
sosialisasi dan diseminasi secara langsung seperti rembuk warga,
lokakarya, seminar, diskusi interaktif, penyuluhan, aksi nyata
dan/atau tatap muka lainhya, Adapun secara tidak langsung
melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan media
lainnya. Selanjutnya bimbingan teknis, simulasi dan/atau
pendidikan Latihas Wdikiat) ilekukan melalui sosialisasi, penelitian
pengembangan; peningkatan-standa kompetensi, bantuan Teknik
dan / atau keahlian, pertukaran informasi dan data, serta bidang
lain yang terkait pengabdian sesuai dengan profesi masing-

masing.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi,
dimana minat generasi milenial beralih dari buku konvensional
kepada e-book serta ketertarikan terhadap dunia internet yang
memiliki berbagai aplikasi dan penggemar pada segmen tertentu
seperti you tuber, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk
mensosialisasikan PKn secara digital. Dengan mindset generasi

milenial sebagaimana disebutkan di atas, mereka akan sangat
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potensial sebagai agent of change. Generasi milenial dapat
dilibatkan untuk menyebarkan PKn terutama nilai-nilai dasar
bela negara dengan memberdayakan kemampuan dan
penguasaan mereka dalam bidang komunikasi media baru
berbasis internet seperti media sosial dan instant messenger
seperti facebook, instagram, twitter, line, ataupun aplikasi game.
Melalui kemampuan komunikasi yang mereka miliki, beberapa
pesohor generasi milenial dapat diberdayakan sebagai influencer
untuk menyebarluaskan konten internet mengenai nilai-nilai
dasar bela negara. Atas dasar pertimbangan tersebut, Kemhan
telah merekrut Dedy Cobuzier sebagai Duta Bela Negara dan
beberapa artis lainnya antara lain; Atta Halilintar dan Teuku Zaki
serta mengangkat Sunan Kalijaga sebagai penasehat hukum artis
yang tergabung dalam influencer bela negara. Langkah tersebut
merupakan hal positif yang perlu mendapat apresiasi sebagai

program yang keberlanjutan.

Meski demikian, masih perlu adanya inovasi lain mengenai
pelibatan generasi milenial dalam rangka mensosialisasikan
PKn dan nilai-nilai bela negara adalah dengan memanfaatkan
kegemaran mereka bermain game pada gawai atau gadget.
Melihat ,betum |adanya gaing terkail, PKn dan nilai-nilai bela
negara yang dikembangkan olef-anak bangsa, . maka Pemerintah
perlu memberikan stimulus ataupun insentif bagi generasi milenial
yang mengembangkan pembuatan game atau aplikasi terkait bela
negara. Dengan mengadakan perlombaan menciptakan game
dengan tema nilai-nilai dasar bela negara dengan sasaran
generasi milenial. Diharapkan game yang bertemakan bela
negara dapat menarik dan membentuk karakter bela negara bagi

generasi milenial Indonesia.

Pembiayaan Anggaran. Berkaitan dengan pembiayaan
anggaran, sampai saat ini merupakan kendala utama dalam setiap

program pemerintah, yang disebabkan keterbatasan anggaran.
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Padahal sebagai salah satu komponen pendidikan, biaya atau
anggaran merupakan hal yang perlu diperhitungkan, demi
kelancaran aktivitas operasional. Karena tanpa biaya, maka
program organisasi atau Lembaga tidak akan terpenuhi, sehingga
menghambat proses, tujuan dan sasaran PKn.

Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan perencanaan yang
matang, terkoordinasi dan penthahelix dalam menyelenggarakan
PKn tidak, PKn tidak sekedar bergantung pada anggaran negara
baik APBN ataupun APBD dan dikelola oleh satu lembaga, namun
dalam pembiayaan anggaran dapat koordinasi dan kerjasama
dengan perusahaan swasta termasuk menggunakan dana
Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan atau Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki visi misi membangun

kualitas sumber daya manusia.

Memperhatikan kendisi tersebut, maka beberapa solusi
berdasarkan perspektif komponen pendidikan antara lain 1)
Kurikulum. perlunya  Kemendikbudristek segera membuat
kurikulum secara viuh™berdasarkan lingkup sasaran, yang terdiri
dari lingkup pendidikan, lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan
dengan mengacu modul-yang dikeluarkan Ditjen Pothan Kemhan,
2) Tepaga Kependidikai. | Perlunya ~Kemhan bekerjasama
dengan Keméﬁdikbudristek segeré menyiapkan sertifikasi bagi
tenaga kependidikan serta ToT (Training of Trainer) baik secara
terpusat ataupun tersebar, guna mewujudkan kualitas dan
pemerataan tenaga kependidikan PKn, 3) Sarana/Prasarana.
Perlunya kepedulian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Pemerintah Daerah dan penyelenggara PKn menyediakan,
memelihara serta merawat sarana/prasarana, 4) Pengelolaan.
Agar Peserta dapat menerima PKn dengan baik dan antusias,
maka perlu kesadaran penyelenggara untuk menyesuaikan
kondisi dan situasi peserta dengan kegiatan sosialisasi dan

diseminasi secara langsung seperti seminar, penyuluhan, diklat,
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rembuk warga dan lain-lain, maupun tidak langsung seperti
menggunakan media sosial, media cetak, media eletronik, dan
media lainnya dengan menyiapkan paket instruksi, metode
pengajaran dan evaluasi yang berbeda sesuai tingkat dan lingkup
sasaran, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi melalui sosialisasi PKn secara digital, merekrut para
influencer (Youtuber) serta mengadakan perlombaan game
bertemakan PKn, 5) Pembiayaan Anggaran. Perlunya
perencanaan yang matang, kolaboratif, holistik dan integral antara
penyelenggara, Pemerintah Daerah, Perusahaan swasta, LSM,
wartawan dan lain-lain dalam menyiapkan biaya anggaran PKn
yang tidak bergantung pada anggaran negara serta dikelola

bersama dengan fihak lain yang memiliki visi misi sama.

Gambaran secara umum di Indonesia yang mencerminkan
kondisi tersebut, apabila dilakukan dengan setengah hati, maka
akan lebih sulit termasuk dalam menjalankan PKn di Kalimantan.
Pertimbangan daerah pedalaman dan perbatasan yang kurang
tersentuh karena kondisi geografi yang sulit ditempuh serta
penyebaran penduduk yang relatif jarang sekitar = 18 jiwa/Km?2
serta kualitas dan kuantitas _masyarakat rata-rata masih rendah
merupakan tantangan terhadap pemerintah dalam meningkatkan
kualitgs dan kdantitas dengan pribritas masSyarakat perbatasan
dan pedalaman melalui PKn disertai program transmigrasi agar
tercipta asimiliasi budaya antar suku dan pemerataan penduduk.
PKn diberikan kepada masyarakat tidak sekedar bernuansa
doktriner melalui pendidikan dan pelatihan saja, namun juga
melalui perilaku suri tauladan atas nilai-nilai bela negara oleh
penyelenggara negara. Seperti pengelolaan SKA di wilayah
Kalimantan yang memperhatikan aspek lingkungan, pemenuhan
barang konsumsi yang sewajarnya dengan pertimbangan masih
ada generasi mendatang kelak yang meneruskan pengelolaan

SKA. Selanjutnya pemerataan pembangunan atas hasil
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pengelolaan SKA secara adil dan merata yang dapat dirasakan
oleh seluruh masyarakat dan tidak sekedar untuk kepentingan
pribadi atau kelompok. Selain itu peristiwa konflik antar suku pada
masa lalu antara pribumi dan pendatang, sebagaimana yang
terjadi pada Februari 2001 yaitu konflik antara suku Dayak dengan
suku Madura di kota Sampit, tindakan terror bernuansa agama,
teks Pancasila mulai dilupakan generasi muda, penolakan
terhadap IKN dan lain-lain menggambarkan ideologi di wilayah
Kalimantan memerlukan penanganan secara serius agar tidak
terulang kembali. Dengan mempelajari regulasi serta menyiapkan
komponen pendidikan yang baik secara kualitas dan kuantitas,
maka PKn kepada seluruh lingkup baik lingkup pendidikan,
lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan di wilayah Kalimantan
dapat berjalan dengan baik sehingga mampu menumbuhkan nilai-
nilai bela negara yang kuat di kalangan masyarakat Kalimantan

dan mampu mendukung pertahanan IKN.

Peningkatan Kesadaran Bela Negara Masyarakat Melalui Pelatihan
Dasar Kemiliteran Secara Wajib.

Penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan melalui Sistem
pertahanan keamanan rakyal, semesia [(Sishankamrata) untuk menghadapi
ancaman ‘musufhbaiksaneaman militer,Ngn, piditer maupun hibrida. Salah
satu upaya menghadapi ancaman tersebut adalah beta negara, diantaranya
melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Meski demikian, Indonesia
bukanlah negara yang menerapkan wajib militer bagi warganya
sebagaimana Amerika Serikat, Israel, Singapura dan lain-lain, namun
diterapkan bagi warganya yang secara sukarela dan memenuhi persyaratan
dapat mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang telah
dilakukan oleh pemerintah RI baik sebelum reformasi maupun paska

reformasi.
a. Sebelum Reformasi.

1) Pembentukan Wajib Latih Mahasiswa (Walawa).
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Mendasari pengalaman perang kemerdekaan, pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang
Pertahanan Negara. Sebagai realisasi UU Nomor 29 Tahun 1954
serta adanya tuntutan pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk
kembali terjun berjuang bersama TNI dalam mempertahankan
NKRI atas timbulnya berbagai pemberontakan seperti DI/TII,
PRRI/Permesta dan lain-lain, melalui radiogram Nomor 1 Tahun
1961 Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) RI, Jenderal A.H
Nasution memerintahkan ke setiap Kodam untuk membentuk dan
melatih Wajib Latih Mahasiswa di setiap Perguruan Tinggi di
wilayah masing-masing 3°. Dan diteruskan dengan keluarnya
Keputusan Menhankam Nomor :Kep/B/32/1968 tanggal 14
Februari 1968 tentang pengesahan Rencana Realisasi Program
Sistem Wajib Latih dan Wajib Militer bagi Mahasiswa, yang
dilanjutkan operasionalnya dengan Keputusan Bersama Dirjen
Dikti dan Kas Kodik Walawa Nomor 2 Tahun 1968 dan Nomor :
Kep/002/SKW-PW/6849, Walawa sifatnya ekstra kurikuler dan
tidak wajib bagi ‘mahasiswa non kedinasan, namun bagi
mahasiswa kedinasan sifatnya wajib. Kegiatan ini berdurasi dua
bulan (400 jam), Walawa sejak memulai kegiatannya telah
mencetak 1.071 «©randg Kualiiikasi perwira cadangan, 37 orang
kKualifilkasi®pinfara cadangan Midan="24.639 -orang kualifikasi
Tamtama Cadangan“'. Hal ini selaras dengan pendapat Moh.
Mahfud M.D. bahwa territorial security/territorial defense
merupakan konsep pertahanan yang dikembangkan atas
pertimbangan kedaulatan negara, integritas wilayah, dan
keutuhan perbatasan yang merupakan perhatian (focus) utama
untuk mempertahankan territorial. Kebijakan pemerintah dhi.

Departemen Pertahanan dengan Departemen Pendidikan dan

39 Untung Lasiyono. 2020. Sejarah Perkembangan Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur.
40 S. Shofiati. 2018. http://repository.uinbanten.ac.id “Bab Il Resimen Mahasiswa”. H.58-59.
diakses pada 26 Juli 2022 pkl 21.47

41 Nakalilodang. WALAWA. https://nalikalodang.wordpress.com. Diakses pada 26 Juli 2022 pkl

22.25
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Kebudayaan disambut dengan baik Kodam dan Perguruan Tinggi
dalam menyelenggarakan Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) dan
dinilai cukup berhasil, namun akhirnya program ini berakhir pada

tahun 1974 disebabkan oleh kurangnya anggaran.

Mengingat hal tersebut, program ini dapat dipertimbangkan
untuk dihadirkan kembali. Bagaimanapun Walawa merupakan
salah satu program yang dapat menambah kekuatan TNI baik
sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung
karena telah mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
Melihat gelar kekuatan TNI termasuk di Kalimantan saat ini, harus
diakui kekuatan TNI masih belum cukup dalam mempertahankan
wilayah bila dihadapkan dengan luas wilayah Indonesia serta
berbagai AGHT yang ada. Program Walawa diberikan dalam
bentuk pendidikan kemiliteran yang diadakan dalam rangka
pembinaan dan, pengembangan ketahanan nasional di
lingkungan perguruan tinggi, dimana para pesertanya secara
usia, psikologis, kemampuan kognitif, akademik dan fisik sudah
mampu melakukan kegiatan tersebut. Adapun tentang faktor
penyebab dibubarkannya \Walawa adalah kekurangan anggaran,
dengan situasi keuangan saat ini, kegiatan Walawa dapat
dicarikan metalui bantuan-non APBN dengan program Corporate
Sociat Respdnéibility (CSR) “sebagai "statlikepedulian atau
perhatian dunia usaha terhadap lingkungannya, sehingga
program seperti Walawa ini diharapkan mampu bertahan dan

berkembang.
Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD)

Pada akhir tahun 1973 Dberdasarkan Keputusan
Menhankam/Pangab Nomor:0228/U/1973 tanggal 3 Desember
1973 tentang penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan
Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan
Tinggi/Universitas/Akademi Latihan kemiliteran untuk persiapan

Perwira Cadangan atau yang disebut Pendidikan Perwira



3)

45

Cadangan (PACAD) dengan Pendidikan Kewiraan telah
menggantikan Program Walawa. Sasaran dari program ini adalah
mahasiswa yang berada di lingkup Departemen Dalam Negeri
(Depdagri), Departemen Perhubungan dan Departemen P dan K,
yang merupakan mahasiswa dengan ikatan dinas, dengan
penyelenggara dari Dephankam dan biaya dari Departemen asal
mahasiswa (Majalah TEMPO Edisi 24/1V/17-23 Agustus 1974).
Lulusan PACAD tersebut dikualifikasikan dan diangkat sebagai
perwira cadangan dan kelompok cadangan nasional sampai
berusia 55 tahun dengan tetap bekerja dan berada di lingkungan
kerja dan keahliannya semula®?. Namun paska reformasi program

tersebut ditinggalkan.

Barulah setelah UU RI Nomor 23 Tahun 2019 disyahkan,
pada tahun 2020 Kemhan menjajaki Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan bBerencana menyelenggarakan program
pendidikan militer, bagl mahasiswa selama satu semester, bagi
mahasiswa yang ‘mengambil program pendidikan miiter dan
memenuhi persyaratankelulusan bisa menjadi perwira cadangan
dengan mengikuti pelatihan yang disiapkan Kemhan. Meski
demikian, program pendidikan militer mahasiswa tersebut bersifat
sukargla, ~-dalam—pengertian mahasiswa tidak  diwajibkan
mengikuti pen'didikan tersebut. Program tersebut dapat dipenuhi
melalui skema kampus merdeka, sehingga mahasiswa dapat
mengambil haknya untuk menjadi komponen cadangan
pertahanan negara. Namun sampai saat ini belum ada MOU
kelanjutan antara Kemhan dengan Kemendikbudristek tentang
peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus tentang

program tersebut.

Resimen Mahasiswa (Menwa)

42 ibid
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Melalui Keputusan Bersama  Menhankam/Pangab,
Mendikbud dan Mendagri Nomor
Kep/39/X1/1975,Nomor:0346a/U/1975 dan Nomor: 247 Tahun
1975 tanggal 11 November 1975 tentang Pembinaan Organisasi
Resimen Mahasiswa Dalam rangka Mengikutsertakan Rakyat
Dalam Pembelaan Negara, maka Resimen Mahasiswa dibentuk
menurut pembagian wilayah Provinsi Daerah Tingkat | (saat itu
27 Provinsi), Saat ini terdapat 30 Menwa tingkat Provinsi, sebagai
gambaran untuk Menwa Mahasurya Jawa Timur memiliki anggota
sekitar 2.500 orang dengan 101 Perguruan Tinggi yang memiliki
organisasi Menwa * . Berbagai kebijakan telah dikeluarkan
sebagai pelaksana ketentuan tersebut, antara lain Keputusan
Bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor :
Kep/11/XI11/1994,Nomor:0342/U/1994 dan Nomor: 149 Tahun
1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pembinaan dan
Penggunaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara.
Selanjutnya pada era reformasi, dimana salah satu agendanya
adalah penghapusan® Dwi Fungsi ABRI, maka berdampak
terhadap keberadaan Menwa, yang dianggap perpanjangan TNI
di lingkungan kampus (Militerisasi), sehingga muncul tuntutan
pembubaran Mepwas Ataswntutan tersebut, pada tahun 2000
para Pimpinan®Menwa melaksanakan “rapat_koordinasi daerah
maupun nasional, dibantu oleh para Pembantu Rektor Il Bidang
Kemahasiswaan yang dikoordinasikan oleh Dirmawa Ditjen Dikti
Depdiknas dengan hasil Menwa tetap dipertahankan hingga

sekarang®.

Pada saat ini yang menjadi dasar perjuangan Menwa
diantaranya adalah Kesepakatan Bersama (KB) Empat Menteri
yaitu; Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Riset

dan Dikti serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Nomor

43 Untung Lasiyono. 2019. Sejarah Perkembangan Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur
44 S, Shofiati. 2018. http://repository.uinbanten.ac.id “Bab Ill Resimen Mahasiswa”. H.58-59.
diakses pada 26 Juli 2022 pkl 21.47
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6/M/MOU/XII/2014, Nomor 1175 Tahun 2014 Tanggal 19
Desember 2014 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan
Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara, dengan tugas pokok
diantaranya membantu terlaksananya kesadaran bela negara dan
wawasan kebangsaan dalam organisasi kepemudaan. Saat ini
meski menghadapi tekanan maupun cemoohan dari rekannya
dan penggiat HAM yang menilai bahwa Menwa merupakan
militerisasi kampus yang secara swadaya menyelenggarakan
kegiatannya, namun kenyataannya antusiasme Mahasiswa
menjadi kader Menwa sangatlah luar biasa dan perlu diapresiasi
Pemerintah. Mengenai kendala yang dihadapi Menwa saat ini,
permasalahan tersebut dapat dikomunikasikan dengan Ditjen
Potensi Pertahanan dhi. Direktorat Sumber Daya Pertahanan dan
Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan untuk dicarikan
solusi. Karena Menwa merupakan kekuatan yang terbukti dapat
diberdayakan untuk kepentingan nasional, apabila program ini
berjalan dengan baik, mekabanyak Mahasiswa yang sudah siap
digunakan menjadi k@mponen cadangan untuk pertahanan

negara.
Paska Reformasi (Komponen Cadangan/Komcad)

Setelah"rezim AOrde Baru yangsdinitai“gtoriter dan militeristik
berhasil-diturunkan pada tahun 1998, masyarakat dan penyelenggara
pemerintahan bertekad melaksanakan sistem pemerintahan yang lebih
demokratis serta mengusung demiliterisasi. Namun pada sisi lain justru
berkembang suatu fenomena dimana atas nama demokrasi,
bermunculan organisasi masyarakat dan organisasi politik yang
berpenampilan layaknya militer, baik dari seragam maupun atribut
militer lainnya. Dan akhirnya setelah 21 tahun reformasi berjalan,
Pemerintah mengeluarkan UU Rl Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
sebagai tindak lanjut dari amanah UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengenai
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usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen
pendukung. Komcad berasal dari warga negara yang secara sukarela
mengabdi untuk mempertahankan negara, tidak seperti negara lain
yang melaksanakan program wajib militer seperti Amerika Serikat,
Israel, Singapura dan lain-lain. Sesuai pasal 13 UU RI Nomor 23 tahun
2019 tersebut, bahwa setiap warga negara dapat mengikuti pelatihan
dasar kemiliteran secara wajib apabila memenuhi persyaratan dan
lolos dalam seleksi sebagai calon Komcad. Untuk menjadi seorang
militer, sebenarnya banyak generasi muda di Indonesia termasuk
Kalimantan yang berminat, namun banyak dari mereka gagal karena
terkendala oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan
keterbatasan alokasi. Meski demikian, apabila berminat untuk
mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, mereka dapat bergabung

sebagai Komcad matra darat, matra laut dan matra udara.

Komcad dikelola melalui kegiatan pembentukan dan penetapan,
pembinaan serta penggunaan dan pengembalian. Pembentukan
tersebut mulai dari pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran
serta penetapan. Calon Komcad yang telah memenuhi persyaratan
antara lain usia 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh
lima) tahun dan lolos dalamseleksi administratif dan kompetensi
berhak mengikuti-pelatihandasar_kemiliteran selama 3 (tiga) bulan,
dengan heak selanié mengikuti pelatihain dasar berupa uang saku,
perlengkapan perorangan lapangan, rawatan Kesehatan dan
perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta
tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya di tempatnya bekerja
maupun akademisnya yang berstatus mahasiswa. Setelah dinyatakan
lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, diangkat dan ditetapkan
sebagai Komcad, dengan kewajiban antara lain mengikuti pelatihan
penyegaran dan memenuhi panggilan mobilisasi, dengan hak uang
saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi saat mobilisasi,
rawatan Kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan

jaminan kematian serta penghargaan. Masa pengabdian dinyatakan
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aktif pada saat mengikuti pelatihan penyegaran maupun saat
mobilisasi, dengan pemberlakuan hukum militer selama masa aktif.
Pengabdian Komcad dapat diberhentikan dengan hormat jika sampai
dengan usia maksimal 48 (empat puluh delapan) tahun, sakit yang
tidak dapat melanjutkan sebagai Komcad dan lain-lain. Komcad juga
dapat diberhentikan dengan tidak hormat, antara lain jika memiliki
ideologi atau ajaran bertentangan dengan Pancasila, menjadi anggota
organisasi terlarang, mengancam keamanan dan keselamatan bangsa

negara dan lain-lain.

Pembinaan Komcad dilaksanakan dengan mengacu pada
Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang meliputi kegiatan
pembinaan administratif maupun pembinaan kemampuan yang
menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan. Komcad digunakan
untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama setelah
pernyataan mobilisasi oleh Presiden dengan penggunaannya dibawah
komando kendali Panglima TN! dalam hal seluruh atau sebagian
wilayah NKRI dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang dan
mendapat persetujuan DPR, adapun pengembaliannya setelah
pernyataan demobilisasi Presiden dengan persetujuan DPR setelah
keadaan darurat militer atau-keadaan perang sudah dapat diatasi.
Pemerintah., . wajib~ |mengembalikan —Komcad dengan didahului

rehabilitasiteriebifi-dahulu.

Menyimak informasi dari Ditsumdahan Ditjen Pothan Kemhan
bahwa kekuatan komponen cadangan matra darat pada tahun 2024
terbentuk 15 Batayon dan tahun 2044 akan terbentuk 1 Komando
Komponen Cadangan (Kokomcad) dipimpin Danpusterad, terdiri dari
15 Divisi dimana 1 Divisi Komcad dipimpin Pangdam, 47 Brigade
dipimpin Danrem, 332 Batalyon dipimpin Dandim dan 3.326 Kompi
dipimpin Danramil, dengan alokasi 100 orang setiap Kompi. Pada
tahun 2022 Kalimantan memiliki 2 Batalyon Komcad atau 1.000 orang
Komcad. Program pembentukan Komcad perlu mendapat apresiasi
dan cukup baik. Akan tetapi dengan memperhatikan jumlah Komcad
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yang terbentuk kelak sesuai rencana grand strategi yang dibuat
Kemhan jika dihadapkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, serta
AGHT yang ada di Indonesia, nhampaknya masih terlampau sedikit
jumlah Komcad tersebut. Akan lebih baik apabila selain program
Komcad tersebut, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib lainnya
seperti Walawa, Pacad dan Menwa diaktiftkan kembali dan
diberdayakan perannya, sehingga apabila terjadi mobilisasi, NKRI
akan memiliki kekuatan yang siginifikan baik pengaruh maupun
jumlahnya karena semakin melipatgandakan dukungan dalam
memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI
sebagai komponen utama. Sangat dimengerti bahwa permasalahan
terletak pada anggaran pendapatan dan belanja negara maupun
daerah dalam mendukung kegiatan tersebut, Sehingga kendala
tersebut perlu difikirkan dan dikoordinasikan dengan segenap
komponen bangsa lainnya. seperti Kemenkopolhukam, Kemendagri,
Kemendikbud, Kemenaker, atau |KADIN dan lain-lain untuk
mendapatkan solusi dengan niat dasar adalah demi kepentingan
nasional. Karena pada kegiaten Komcad dapat menggunakan sumber
pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan

peraturan perundang-undangan.

Peningkatan Kesadaran| Beta Negaia | Masyarakat Melalui Pengabdian
Sesuai Dengan Profesi- . '

Pengabdian sesuai dengan profesi dilakukan untuk kepentingan
pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, ancaman non militer
dan ancaman hibrida. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik oleh
Kemhan dan TNI dengan menata dan membina setiap warga negara yang
diharapkan memiliki kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut.
Warga yang dimaksud antara lain anggota Polri, warga terlatih, tenaga ahli
dan unsur lainnya dari warga negara seperti ASN, tenaga kesehatan,
pengemudi, nakhoda, pilot pesawat dan lain-lain, dimana ketika dibutuhkan
tenaga dan fikirannya, mereka bersedia secara ikhlas untuk bertindak dan

rela berkorban demi negara Indonesia sesuai profesi masing-masing. Pada
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saat mobilisasi, mereka bertindak sebagai komponen pendukung dimana
perannya adalah memberikan dukungan kekuatan dan keahlian serta
memberikan pengetahuan jika ditingkatkan menjadi komponen cadangan
pada saat dimobilisasi. Dengan demikian,perlu penyiapan terlebih dahulu
dengan mendata dan memverifikasi warga negara tersebut yang pernah
mendapat pelatihan dasar kemiliteran atau yang serupa serta unsur warga
lainnya yang dinilai mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik dan
bertanggungjawab. Selanjutnya data tersebut diolah dan diserahkan kepada.
selurun Kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian sesuai
tugas dan fungsinya masing-masing sebagai bahan dalam menyusun
pedoman pembinaan. Dalam memberikan pembinaan dapat diselenggarakan
melalui sosialisasi, bimbingan teknis, simulasi atau pendidikan Latihan
(Diklat) yang bekerjasama dengan organisasi profesi. Dengan materi berupa
bela negara, sistem pertahanan negara serta peran dan tugas masyarakat

pada saat mobilisasi serta materi peningkatan kualitas dan kuantitas profesi.

Dalam bekerjasama dengan organisasi profesi diantaranya penelitian
dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi dan
data, peningkatan standardisasi-kompetensi, bantuan teknik atau keahlian
serta bidang lainnya yang terkait profesinya dalam menghadapi ancaman
pertahanan negara baik ancaman- militer, nonmiliter maupun hibrida.
Permasalahan yang, dihadapi-saat-ini-dalam-pgningkatan kesadaran bela
negara masyarakat yang berkaitan pengabdiah sesial dengan profesi adalah
belum adanya pendataan secara terpusat (nasional) atas warga negara yang
berasal dari Polri, purnawirawan TNI/Polri, Menwa, Satpol PP,
Polsus,Satpam, Linmas dan anggota ormas yang pernah mendapat
pelatihan dasar kemiliteran atau yang serupa serta unsur warga lainnya yang
dinilai mampu sehingga tahapan berikutnya berupa penyerahan data kepada
Kementerian/Lembaga belum dapat dilaksanakan. Selain itu Kemhan baru
menyusun konsep peraturan Menteri Pertahanan serta pembuatan MOU
dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU

Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Haneg. Mengingat pentingnya
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kesadaran masyarakat dalam bela negara yang berkaitan pengabdian sesuai
dengan profesi, tidak ada salahnya sambil menunggu Permenhan serta MOU
dengan Kementerian/Lembaga, dilaksanakan sosialisasi dan pendataan awal
oleh TNI selaku Pelaksana Tugas Fungsi (PTF) Kemhan bekerjasama

dengan Pemerintah Daerah.



BAB IV
PENUTUP

16. Simpulan.

Bela negara masyarakat merupakan langkah penting dan strategis
untuk mendukung pertahanan negara termasuk pertahanan Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara. Upaya ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu pasal 9
ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta pasal
6 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Nasional Untuk Pertahanan Negara, yang berbunyi “Keikutsertaan Warga
Negara dalam upaya Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan melalui PKn, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,
pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela
atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi”. Namun disadari,
bahwa sampai saat ini dalammeningkatkan kesadaran bela negara
masyarakat melalui PKn, pelatihen dasar kemiliteran secara wajib dan
pengabdian sesuai dengan profes belum dapat berjalan secara optimal

karena masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Dari aspek pendidikan kewarganegaraan (PKn)

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai_dasar bela negara, PKn
diberikan | Kepadal seluruh masyafakat yang terdiri dari lingkup
pendidikan, lingkup masyarakat maupun lingkup pekerjaan
sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) UU RI nomor 23 Tahun
2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara, namun hal ini belum
berjalan dengan baik. Dalam tulisan ini, permasalahan PKn dikaji dari
perspektif regulasi dan komponen pendidikan. Berdasarkan perspektif
regulasi, ditemukan akar permasalahan yaitu 1) kurangnya sosialisasi
atas peraturan tentang PKn yang dikeluarkan oleh pemerintah
dhi.Kementerian/Lembaga, 2) literasi masyarakat yang rendah, serta 3)
belum ada peraturan yang memuat sanksi apabila tidak melaksanakan
PKn. Kondisi ini menyebabkan banyak fihak yang semestinya

bertanggungjawab, namun justru terkesan kurang peduli dan

53
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mengabaikan PKn. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu
suatu upaya sosialisasi peraturan-peraturan tersebut secara intensif,
peningkatan kemampuan literasi masyarakat, serta perlunya
pertimbangan tentang pemberian sanksi bagi instansi pemerintah yang
tidak melaksanakan PKn.

Sedangkan dari perspektif komponen pendidikan yaitu 1) belum
adanya kurikulum PKn sesuai lingkup sasaran, 2) kualitas dan
pemerataan tenaga kependidikan PKn yang rendah, 3) kondisi
sarana/prasarana yang kurang memadai, 4) pengelolaan yang belum
professional bahkan terkesan indoktriner, dan belum memanfaatkan
TIK, serta 5) kurangnya anggaran dalam menyelenggarakan PKn. Hal
ini menyebabkan motivasi, semangat belajar dan daya tangkap peserta
didik rendah sehingga transfer ilmu kepada peserta didik terhambat.
Memperhatikan kondisi tersebut, maka beberapa solusi berdasarkan
perspektif komponen pendidikan antara lain 1) Kurikulum. Perlu
adanya kurikulum secara utuh berdasarkan lingkup sasaran, yang
terdiri dari lingkup pendidikan; lingkup masyarakat dan lingkup
pekerjaan dengan mengacu modu! PKBN seri 3 wajib tentang Tataran
Dasar Bela Negara Dalam Gerakan Nasional Bela Negara Kemhan
dhi.Diten Pothan Kemhan, 2) Tenaga Kependidikan. Perlunya
sertifikasi bagi tenaga kependidikan serta ToT (Training of Trainer) baik
secara terpusatiataupun tersebar, Vguna “mewujudkan kualitas dan
pemerataan tenaga kependidikan PKn, 3) Sarana/Prasarana. Perlunya
kepedulian dalam menyediakan, memelihara serta merawat
sarana/prasarana, 4) Pengelolaan. Perlu kesadaran penyelenggara
untuk menyesuaikan kondisi dan situasi peserta dengan kegiatan
sosialisasi dan diseminasi secara langsung maupun tidak langsung
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 5)
Pembiayaan Anggaran. Perlunya perencanaan yang matang dengan

tidak hanya bergantung pada anggaran negara.
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Dari aspek pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

Indonesia belum seperti negara lain yang menerapkan kebijakan
wajib militer bagi warganya, seperti Amerika Serikat, Israel, Singapura
dan lain-lain, namun masih bersifat sukarela. Menindaklanjuti pasal 13
UU RI Nomor 23 tahun 2019, bahwa setiap warga negara dapat
mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib apabila memenuhi
persyaratan dan lolos dalam seleksi sebagai calon Komcad, maka saat
ini berlangsung program pembentukan Komcad yang perlu mendapat
apresiasi. Program ini bertujuan memperbesar dan memperkuat
kekuatan dan kemampuan TNI selaku komponen utama dalam
pertahanan negara. Namun jika dihadapkan dengan luas wilayah,
jumlah penduduk, serta AGHT yang ada di Indonesia, nampaknya
belum berimbang dengan jumlah Komcad yang tersedia. Sehingga
selain pelatihan dasar militer secara wajib melalui pembentukan
Komponen Cadangan (Keincad), juga perlu dipertimbangkan untuk
dilaksanakan kembali pelatihen dasar kemiliteran sebagaimana pada
masa yang lalu seperti Walawa; Pacad dan Menwa, sehingga dapat
meningkatkan kesadaran bele negara dari masyarakat secara lebih
signifikan. Selain itu apabila suatu saat timbul ancaman dan kondisi
darurat yang membutuhkan SDM untuk melipatgandakan kekuatan TNI,
maka alumni pelatihan-dasar kemiliteran secara wajib seperti Walawa,
Pacad dan™'Menwa —dapat diberivdatian “militer lanjutan untuk
diberdayakan dan dimobilisasi sebagai Komcad atau komponen

pendukung dalam pertahanan negara.

Dari aspek pengabdian sesuai dengan profesi.

Saat ini permasalahan perihal pengabdian sesuai dengan profesi
adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan
kewajibannya karena sosialisasi yang minim. Selain itu lambannya
koordinasi antar Kementerian/Lembaga sebagaimana amanah
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Haneg
Bab Il Pembinaan dan Kerjasama, serta belum berlangsungnya
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pendataan secara terpusat (nasional) atas warga negara yang berasal
dari Polri, purnawirawan TNI/Polri, maupun rakyat terlatih lainnya. Agar
masalah ini tidak berlarut, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam bela negara,
koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar ditingkatkan guna
menindaklanjuti amanah Undang-Undang tersebut, serta perlu segera
dilakukan pendataan secara terpusat bagi warga negara yang dinilai
memliki kemampuan dalam profesinya.

Dengan dilaksanakannya upaya untuk mengatasi permasalahan
yang ada secara konsisten pada aspek pendidikan kewarganegaraan
(PKn), aspek pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan aspek
pengabdian sesuai dengan profesi, maka diharapkan kesadaran bela
negara masyarakat akan semakin meningkat sehingga dapat
mendukung pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara.

Rekomendasi. Dengan memperhatikan banyaknya stake holder yang
terlibat baik lintas antar Kementerian/lLembaga, antar instansi Pemerintah
Daerah, maupun organisasi profesional dalam meningkatkan kesadaran bela
negara masyarakat untuk mendukung pertahanan negara terutama

Pertahanan IKN Nusantara, disarankan sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganagaraati(RBKi)

1) Peraturan®entang peningkatanikesadaran bela negara. a)
Kemhan, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kementerian PAN/RB,
dan yang lainnya menyebarkan informasi secara massif tentang
peraturan bela negara kepada seluruh warga negara melalui mass
media baik media cetak, elektronik maupun media sosial, b)
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan,
Kementerian PAN/RB melakukan sosialisasi sesuai lingkup
masing-masing sampai pada tingkat jajarannya yang terbawah
melalui Training of Trainer (TOT) dengan dibantu Kemhan, c)
Kemendagri, Kemendikbudristek dan Kemennaker meningkatkan
minat baca dan literasi seluruh warga negara bekerjasama

dengan stake holder melalui perpustakaan keliling dan
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pemasangan pos wifi gratis, membagikan peraturan dan pedoman
baik hard copy yang dikiimkan ke setiap lingkup sasaran
(masyarakat, pendidikan dan pekerjaan) dengan memanfaatkan
organisasi yang ada, maupun penyebaran informasi melalui soft
copy via media sosial. d) Kemhan, Kemendagri,
Kemendikbudristek serta Kemennaker bekerja sama
mengeluarkan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah

yang memuat sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan PKn.

Komponen Pendidikan. a) Perlunya Kemendikbudristek segera
membuat kurikulum secara utuh berdasarkan lingkup sasaran,
yang terdiri dari lingkup pendidikan, lingkup masyarakat dan
lingkup pekerjaan dengan mengacu modul PKBN seri 3 wajib
tentang Tataran Dasar Bela Negara Dalam Gerakan Nasional
Bela Negara Kemhai ¢hi.Ditjen Pothan Kemhan, b) Perlunya
Kemhan bekerjasama dengan Kemendikbudristek segera
menyiapkan sertifikasl bagi tenaga kependidikan serta ToT
(Training of Trainer) balk secara terpusat ataupun tersebar, guna
mewujudkan kualitas dan pemerataan tenaga kependidikan PKn,
c) Perlunya kepedulian Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah
dan penyelenggafa KR menyediakan, memelihara serta merawat
sarana/prasaraha; d) Agar Pesentalgapar menerima PKn dengan
baik dan antusias, maka perlu kesadaran penyelenggara untuk
menyesuaikan kondisi dan situasi peserta dengan kegiatan
sosialisasi dan diseminasi secara langsung seperti seminar,
penyuluhan, diklat, rembuk warga dan lain-lain, maupun tidak
langsung seperti menggunakan media cetak, media eletronik,
media sosial dan media lainnya dengan menyiapkan paket
instruksi, metode pengajaran dan evaluasi yang berbeda sesuai
tingkat dan lingkup sasaran, termasuk memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi melalui sosialisasi PKn secara
digital, merekrut para influencer (Youtuber) serta mengadakan

perlombaan game PKn bertemakan PKn, e) Perlunya
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perencanaan yang matang, kolaboratif, holistik dan integral antara
penyelenggara, Pemerintah Daerah, Perusahaan swasta, LSM,
wartawan dan lain-lain dalam menyiapkan biaya anggaran PKn
dengan tidak hanya bergantung pada anggaran negara serta

dikelola bersama dengan fihak lain yang memiliki visi misi sama.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

Sangat dimengerti bahwa permasalahan terletak pada anggaran
pendapatan dan belanja negara dalam mendukung kegiatan tersebut,
Sehingga kendala tersebut perlu difikirkan dan dikoordinasikan dengan
segenap komponen bangsa lainnya seperti Kemenkopolhukam,
Kemendagri, Kemendikbud, Kemenaker, atau IKADIN dan lain-lain
untuk mendapatkan solusi dengan niat dasar adalah demi kepentingan
nasional. Karena pada kegiatan Komcad dapat menggunakan sumber
pendanaan lain yang sah.dan tidak mengikat yang diatur dengan

peraturan perundang-undangan.

Pengabdian sesuai dengan profesi

Mengingat pentingnya kesadaran masyarakat dalam bela negara
yang berkaitan pengabdian sesuai dengan profesi, tidak ada salahnya
sambil menunggu Permenhan serta MOU dengan
Kementerian/iLemada, - Kemhan memgtrintahkan TN selaku Pelaksana
Tugas Fungsi Kemhan di Daerah untuk segera melakukan pendataan
dan mengirimkan hasilnya ke Direktorat Sumber Daya Pertahanan
(Ditsumdahan) Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan paling lambat akhir
Desember 2022. Sehingga data tersebut akan diolah sebagai bahan
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing yang berkaitan dengan profesi tersebut paling

lambat pertengahan tahun 2023.
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